PEDOM

Menimbang

Mengingat

BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR & TAHUN 023

TENTANG

ENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat
(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu  menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang
Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II Di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



PEDOMA

Menimbang

Mengingat

BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR TAHUN

TENTANG

ENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan ayat
(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

1. Undang- Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang
Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat 1I Di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

3. Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);



Menetapkan

S. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5).

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pinrang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pinrang Tahun 2023 Nomor 5 );

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
g memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
daerah otonom.
ah Bupati Pinrang.

unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di
matan.



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6321};

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020
Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Pinrang Tahun 2021 Nomor 5).

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 5 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Pinrang Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten
Pinrang Tahun 2023 Nomor 5 );

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2024.

Pasal 1
ran Bupati ini yang dimaksud dengan:

alah Kabupaten Pinrang.

Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

alah Bupati Pinrang.
ah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di
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Desa ads kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah
yang berfienang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempafiiberdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan
dihormaflidalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.
Pemerintfhan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepentinfihn masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
KesatuarfiRepublik Indonesia.

Pemerintih Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur
penyelenfiara Pemerintahan Desa.

Kepala [lisa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang.
tugas, d4l kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan
melakss tugas dariPemerintah dan Pemerintah Daerah.

Badan HEirmusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah
lembaga @vang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupalkih wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
ditetapk# secara demokratis.

LembagaflKemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat
sesuai dfhgan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam
memberd@vakan masyarakat.

Dana Ddia adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan
belanja Jegara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
AnggaraifliPendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai
penyelenfibaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasys
Alokasi
perimbar

atan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana
lan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan
Belanja [kerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
AnggaraifiPendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa
adalah rqiicana keuangan tahunan pemerintahan desa.

Pendapa Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai
penambgll nilai kekayaan bersih.

Belanja fPesa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai
pengura nilai kekayaan bersih.

Pembiays: desa adalah semua penerimaan yang dibayar kembali
dan/atafibengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggararfl yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran
beriku :

Peraturs
Kepala
Permusy
Swadaya
dan inis

Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh
Desa  setelah  dibahas dan  disepakati bersama Badan
varatan Desa.

asyarakat adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran
if sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan yang

dapat dirfflsakan dalam kelompok masyarakat tersebut.
Pemegs Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang
karena jfbatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan

pengelols keuangan desa.
Pelaksa Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah Sgkretaris Desa, Kaur dan Kasi, Kaur Keuangan.

Rencanaf@Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut
RPJMDe@ll adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu
(enam) tsgun.

Rencanall Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah
penjabarf§h dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
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Desa ad4jkh kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah
yang berjienang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempafiiberdasarkan asal- usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormafldalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.

Pemerintiihan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan
kepenti masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara
KesatuarfiRepublik Indonesia.

Pemerintiih Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur

penyelenikara Pemerintahan Desa.

Kepala [@#sa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang.

tugas, d4ll kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan

melaksa tugas dariPemerintah dan Pemerintah Daerah.

Badan HErmusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah

lembaga @vang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya

merupalkiih wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan

ditetapkd® secara demokratis.

LembagafilKemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat

sesuai dfghgan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam

memberglyakan masyarakat.

Dana Ddla adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan

belanja fkgara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
araffiPendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai

paraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

atan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana

an yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan

erah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa

Jcana keuangan tahunan pemerintahan desa.

Desa adalah hak pemerintah desa yang diakui sebagai

nilai kekayaan bersih.

Desa adalah kewajiban pemerintah desa yang diakui sebagai

nilai kekayaan bersih.

desa adalah semua penerimaan vang dibayar kembali

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran

Peraturall Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh
Kepala §Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan
Permusyjvaratan Desa.

SwadayafiMasyarakat adalah kemampuan dari masyarakat dengan kesadaran
dan inisitif sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan yang
dapat difjsakan dalam kelompok masyarakat tersebut.

Pemeganill Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa yang
karena j#ibatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelols keuangan desa.

Pelakss Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD
retaris Desa, Kaur dan Kasi, Kaur Keuangan.

Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut
adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu
r.

Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah
dari RPUM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

adalah
Rencana
RPJMDes
(enam) ta
Rencana
penjabar




23. Sisa Leb@ Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA
adalah sflisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran  anggaran
selama s§u periode anggaran.

24. Kegiatan fidalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh pemerintah desa
sebagai gian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan
terdiri 1 sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya baik yang
berupa piirsonil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan
dan tekfblogi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis

sumberdda tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran

(output)dlam bentuk barang/jasa.

25. Pedoman llenyusunan APBDesa adalah pokok- pokok kebijakan sebagai
petunjukfdan arah bagi pemerintah desa dalam penyusunan, pembahasan
dan penefpan APBDesa.

Pasal 2

(1) Pedomarfibenyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024, meliputi:

a. sinkr@hisasi kebijakan pemerintah desa dengan kebijakan
pemefntah dan pemerintah daerah;

b. prins@ penyusunan apbdesa;

c. kebijgan penyusunan apbdesa;

d. teknigbenyusunan apbdesa; dan

e. hal-h@l khusus lainnya.

(2) Uraian edoman penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2024
sebagai a dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I
yang mefhpakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati
ini.

(3) Selain P@oman Penyusunan APBDesa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),gdimuat pula format kode rekening, standar harga satuan
pengelolag@ keuangan desa, perdes,perkades,evaluasi RAPBDesa dan

rincian $@PPD sebagaimana tercantum dalam angka 1,2.3,4,5 dan
angka 6 Mmpiran Peraturan Bupati ini;
Pasal 3

Peraturan Bigbati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiapforang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan H@pati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Hihrang.

Ditetapkan di Pinrang

pada tanggal

BUPATI PINRANG,

IRWAN HAMID
Diundangkafdi Pinrang

pada tanggs

SEKRETARISEDAERAH KABUPATEN PINRANG,

BERITA DPAEREH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PINRANG

NOMOR TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA TAHUN ANGGARAN 2024

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN APBDESA TAHUN ANGGARAN 2024

SINKRONIgASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN PEMERINTAH
DAERAH

Berdagirkan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 8 Tahun 2019
tentang Reficana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024
sebagaimag telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang
Nomor 1 un 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten

Pinrang or 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah @aerah Tahun 2019-2024. Visi Kabupaten Pinrang Tahun 2019-
2024 adal@ih “Terwujudnya masyarakat Kabupaten Pinrang yang Sejahtera,
Religius, onis, Mandiri dan tangguh mengelola Potensi Daerah”.

Adapull berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 40 Tahun 2023

tentang Re@cana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2024

dijelaskan wa tema pembangunan Kabupaten Pinrang tahun 2024 adalah :
“Memperk it Infrastruktur untuk mendukung Perkembangan Ekonomi dan
pelayanan @Dasar untuk Kesejahteraan Rakyat.”dan dijelaskan bahwa misi

pembangu Kabupaten Pinrang tahun 2019-2024 adalah :

1. Memargapkan system birokrasi yang baik dan akuntabel serta berorientasi
pelayagie prima dengan didukung oleh teknologi informasi dan
komurgikasi

2. Meninggatkan kualitas hidup masyarakat melalui optimalisasi pelayanan
pada bilang pendidikan dan kesehatan.

3. Mempeqikuat peran lembaga social kemasyarakatan dalam pembangunan
daerahfilsecara umum dan pembentukan karakter masyarakat secara
khusu

4. Pembefayaan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan secara
berkeldq@ljutan.

9. Melanjjkan , mengembangkan, memperbaiki, memelihara dan mengatasi
kesenj@gan infrastruktur dan sarana/prasarana publik, terutama
diwila pegunungan pinrang utara.

6. Meningllatkan kemampuan masyarakat bersama pemerintah dalam

mengella sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk pelestarian

ekosistiin, pegunungan resiko bencana dan adaptasi perubahan iklim.

Membslgun pusat pendidikan, pelatihan dan pengembangan pertanian

terapaifll dalam mendukung kabupaten pinrang sebagai poros utama

pemenfihan pangan nasional serta kawasan pengembangan ekonomi
sejumnl@ komoditas unggulan.

Penjel: arah dan sasaran yang akan dicapai pada masing-masing
prioritas adllah sebagai berikut : Proses sinkronisasi perencanaan dan
penganggdle antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa,
diwujudkgll melalui integritas program dan kegiatan pembangunan
yvang disefaikan dengan dinamika kebutuhan dan karakteristik desa
masing-m#king. Hal tersebut diwujudkan dalam dokumen RPJMDesa
yvang ditudlgkan pada RKPDesa vang telah melalui proses perencanaan
partisipatifl bersama masyarakat yang disepakati bersama antara
Pemerinta Desa dan BPD sebagai dasar dalam penyusunan
Rancangajll Peraturan Desa tentang APBDesa, sehingga pembangunan




daerah
berke' %

Sink
mem pedd

desa dapat berjalan optimal, terpadu dan
ibungan.

isasi kebijakan Pemerintah Daerah, dilakukan dengan
ani urusan pemerintahan desa, sesuai Peraturan
Pemerin Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-ihdang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana
telah diuflah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerin Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Uldang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri
Dalam Nqeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan
Desa, Pefturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang IRdoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa,
Pembangu Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor
17 Tahun @019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakafitesa.

Peng@plaan pengadaan barang atau jasa yang dibutuhkan dalam
pelaksans kegiatan harus mempedomani Peraturan Kepala LKPP
Nomor f Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara
PengadaagBarang/Jasa di Desa dan Peraturan Bupati Pinrang Nomor
26 Tahun @020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

B. PRINSIP PENFUSUNAN APBDesa

Penyusungp APBDes Tahun Anggaran 2023 didasarkan pada prinsip

sebagai beflkut:

1. sesuai lilengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
berdas@kan bidang dan kewenangannya;

2. tepat s sesual dengan tahapan dan jadwal yang telah
ditetap dalam peraturan perundang-undangan;

3. transpggan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan

mendajiitkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBDesa;

4. akuntaflitas, dalam penyusunan anggaran mempertimbangkan
bahwa Epnggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai
denganferaturan perundang-undangan;

S. partisipigtif, dengan melibatkan peran serta masyarakat;

6. mempeghatikan asas keadilan dan kepatutan: dan

7. tidak bitentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih
tinggi, ¢ peraturan daerah serta peraturan desa lainnya.

C. KEBIJAKA
Kebijakan
2023 terkas
diatur sebdllai berikut:

1. Pendapjitan Desa

Pendapgitan desa yaitu semua penerimaan Desa dalam 1 (satu)

tahun ggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu

dikembflikan oleh Desa.

Pendapjiiks desa berasal dari 7 (tujuh) sumber yang

dikelon@@okkan atas:

1. Pend@ipatan asli desa

Jenigienis pendapatan asli desa terdiri atas:

a. H3eil usaha,antara lain :

1)@l Bagi hasil BUM Desa

H4mil aset, antara lain:

1)@ Tanah kas desa

2)@ Tambatan perahu

3)H Pasar desa

4) Tempat pemandian umum

PENYUSUNAN APBDesa
ang harus diperhatikan dalam penyusunan APBDesa Tahun
dengan pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan

b.
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Jaringan irigasi; dan

Hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan
berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal
berskala desa.

wadaya, partisipasi dan gotong royong antaralain:
Penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat
desa ( penerimaan yang dimaksud disini adalah
penerimaan berupa uang dan dimasukkan kedalam
rekening kas desa, serta dicatatkan dalam buku kas
dan buku pembantu kegiatan penerimaan swadaya
masyarakat dan swadaya dalam bentuk barang/jasa
tidak dicatatkan sebagai penerimaan kas, tetapi
dicatatkan pada buku pembantu kegiatan penerimaan
swadaya masyarakat.

-lain pendapatan asli desa, antara lain:

Hasil pungutan desa

Adapun yang dimaksud dengan pungutan desa adalah
pungutan atas pelayanan pemerintah desa dan/atau
penggunaan fasilitas yang dimiliki desa yang
dikenakan kepada masyarakat.objek pungutan yang
dilakukan pemerintah desa wajib dituangkan dalam
peraturan desa yang harus dievaluasi terlebih dahulu
oleh pemerintah kabupaten.

untuk membiayai penyelenggaraan
pelaksanaan pembangunan, pembinaan

asyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

ian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah

upaten

dapatan dari bagian hasil pajak dan retribusi ini

tapkan paling sedikit 10% dari pajak dan retribusi

rah yvang diterima kabupaten.

kasi dana desa (ADD)

D adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten

am anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten

lah dikurangi dana alokasi khusus. ADD dialokasikan

ing sedikit 10% dibagi kepada setiapa desa.

D sebagai sumber pendapatan desa, diprioritaskan

nakan untuk :

Kebutuhan penghasilan tetap kepala desa dan

perangkat desa;

Ketentuan penghasilan tetap kepala desa dan perangkat

desa adalah:

a. Kades paling sedikit Rp. 2.426.640

b. Sekretaris desa paling sedikit Rp. 2.224.420

c. Perangkat desa lainnya paling sedikit Rp. 2.022.200.
luran jaminan kesehatan kades dan perangkat desa,
sesuai peraturan perundangan,

Tunjangan dan operasional BPD

Insentif RT /RW;

Operasional pemerintahan desa.

1]



Siltap dan iuran jaminan kesehatan kades dan
perangkat desa bersumber dari ADD dan dapat
menggunakan sumber pendapatan lainnya, selain dana
desa.

Penggunaan sisa ADD selain tersebut di atas ditentukan
lebih  lanjut melalui musrembang desa untuk
pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan,pemberdayaan masyarakat dan
penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
mendesak.,

ntuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja
erah provinsi.

Wntuan kepada desa yang dialokasikan pada belanja APBD
pvinsi dalam rangka kerja sama daerah,pemerataan
ingkatan kemampuan keuangan dan atau tujuan
entu lainnya.tujun tertentu lainnya yang dimaksud
alah dalam rangka memberikan manfaat bagi pemberi
/atau penerima bantuan keuangan.

tuan keuangan bersifat umum dan khusus.

Bantuan keuangan bersifat umum peruntukkan dan
pengelolaannya bantuan keuangan diserahkan kepada
pemerintah desa penerima bantuan.

Peruntukan bantuan keuangan yvang bersifat khusus
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh
pemerintah provinsi pemberi bantuan dan
pengelolaannya diserahkan kepada penerima
bantuan.pemerintah provinsi dalam memberi bantuan
keuangan Dbersifat khusus dapat mensyaratkan
penyediaan dana pendamping dalam APBDesa.

tuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja
d#rah kabupaten, bersifat:

gtuan kepada desa yang dialokasikan pada belanja APBD
Qpupaten, ketentuan pemberian bantuan keuangan dari
BD sama dengan ketentuan bantuan keuangan dari
BD Provinsi.

pendapatan desa
ain pendapatan desa terdiri atas jenis :
a. Pellerimaan dari hasil kerjasama desa

penerimaan di kas desa pada tahun
an berjalan.koreksi kesalahan adalah penerimaan
berasal dari pengembalian uang yang muncul akibat
nya koreksi atas kekeliruan atau kesalahan belanja yang
kukan pada tahun anggaran sebelumnya.

ga bank; dan

dapatan lain desa yang sah

dapatan lain desa diluar 5 jenis pendapatan dari lain-
pendapatan desa, seperti :

pantuan dari pemerintah pusat yang diterima langsung
lalam rekening kas desa sebagi bagian dari pelaksanaan
program /kegiatan kementerian/lembaga (K/L) terkait 1



Kode rekening yang digunakan

4 |3 |9 | 90- Bantuan keuangan
|' 99+ dari
kementerian /lembaga*
...... ( sebutkan)

Hadiah yang masuk ke rekening kas desa.

adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban

am 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh
annya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan

untuk @endanai penyelenggaraan kewenangan desa.

gdesa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan

g sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa untuk

nanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak
sa.

¢ banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa untu
anai :

nghasilan tetap dan tunjangan kades, sekdes dan
rangkat desa lainnya.dan

njangan dan operasional BPD.

rhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada
ruf a dan b di atas diluar pendapatan yang bersumber
i hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain
bantuan keuangan bersifat khusus.

asi bela.nja

asi belanja desa terdiri atas bidang, sub bidang dan

lang penyelenggaraan pemerintahan desa, terdiri atas

a.
b bidang :
Penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan
dan operasional pemerintahan desa;
Sarana dan prasarana pemerintahan desa;
Administrasi kependudukan, pencatatan sipil,statistik
dan kearsipan.
Tata praja pemerintahan,perencanaan,keuangan dan
pelaporan; dan
Pertanahan.
b. lang pelaksanaan pembangunan desa, terdiri atas sub
lang
) Pendidikan
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:iiang pembinaan kemasyarakatan desa, terdiri atas
ang:
Ketentraman,ketertibandan pelindungan masyarakat
Kebudayaan dan keagamaan
Kepemudaan dan olahraga
Kelembagaan masyarakat.
dang pemberdayaan masyarakat desa, terdiri atas sub
dang:
Kelautan dan perikanan
Pertanian dan peternakan
Peningkatan kapasitas aparatur desa
Pemberdayaan perempuan,perlindungan anak dan
keluarga
Koperasi, usaha mikro kecil dan menengah
Dukungan penanaman modal
Perdagangan dan perindustrian.
dang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan
endesak, terdiri atas sub bidang:
Penanggulangan bencana
Keadaan darurat
Keadaan mendesak

dalam kode rekening, sebagaimana
terlampir.pem@@intah, dalam hal ini kementerian dalam negeri, dapat
menambahkarl daftar kegiatan dengan menggunakan kode rekening
lanjutan darifdaftar terakhir kegiatan untuk masing masing sub
1 iftah daerah kabupaten dapat menambahkan kegiatan
tum dalam daftar dengan memberikan kode 90 sampai
masing-masing sub bidang.
nerintah daerah juga dapat menambahkan kegiatan
kepala desa dan perangkat desa dengan kode rekening
gan 99 yang anggarannya dialokasikan dari hasil
ah bengkok atau sebutan lain dan/atau bantuan khusus
g penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan
pemerintahan desa.
5 sebagaimana tersebut diatas dapat berupa :
pangan dari pemerintah provinsi dan/atau kabupaten
khusus, yang khusus dialokasikan untuk penambahan
xepala desa dan perangkat desa.
pendapatan dan belanja dalam APBDesa dalam pola
PB Desa adalah sebagai berikut:

yang tidak terq
dengan 99 unt
Selain itu, p
penerimaan lg
90 sampai
pengelolaan
pada sub bidas
dan operasions
Bantuan khus
a. Bantuan k

yvang bersif:

penerimaa

Pencatatan

penjabatan

Pendapatar

[T ] [4 [2 T4 [90-99* [BKK dari APBD Provinsi |

Atau

[ ] | (4 [2 [5 [90-99* |BKK dari APBD Kabupaten |

Belanja

1)1 5/1 |1 |90- |[Penerimaan lain kepala desa
99 yang sah (sebutkan..)

1|1 S|1 (2 [90- Penerimaan lain perangkat

99 desa yang sah (sebutkan..) | *

Eila



berkenaanll yang mengakibatkan kepala desa dan perangkat desa
i #b g menerima penghasilan tetap dan/atau tunjangan pada
gEharan sebelumnya.

pendapatan dan belanja dalam APB Desa dalam pola
APB desa adalah sebagai berikut:

Pencatatar
penjabara

Pendapats

4 |3 |9 [90-99* |BKK dari ADD Tahun
| Anggaran ....

S|1 |1 |90-99 Penerimaan lain kepala
desa yang sah (penghasilan
tetap dan tunjangan kepala
desa TA..)
2|1 |2 |90-99 Penerimaan lain perangkat
desa yang sah (penghasilan
tetap dan tunjangan

kegiatan untuk penerimaan lain yang sah kades dan
desa tersebut tidak diterapkan dalam ketentuan
paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

. Jenis belaijk

Jenis belaila terdiri atas:

dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan
unjangan, penerimaan lain. Dan pembayaran jaminan
i kades dan perangkat desa serta tunjangan BPD yang
setiap bulan.
ran jaminan sosial dilakukan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.khusus untuk jaminan kesehatan
pala desa dan perangkat desa menggunakan BPJS
yang pembayarannya dialokasikan pada APB Desa dan
bupaten dengan besraan berdasarkan yang ditetapkan
perundang-undangan mengenai BPJS kesehatan.
arang/jasa
barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi
: barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12
s) bulan.belanja barang/jasa dimaksud digunakan antara
k:

1) rasional pemerintah desa

2) eliharaan sarana prasarana desa

3) atan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis.
4) rasional BPD

5) ntif Rukun tetangga /rukun warga (RT/RW)

ntif RT/RW merupakan bantuan uang untuk operasional
baga RT/RW guna membantu pelaksanaan tugas
yvanan pemerintahan,perencanaan
bangunan, ketentraman dan ketertiban, serta
berdayaan masyarakat desa. Insentif RT/RW masuk
jenis belanja barang bukan penerimaan RT/RW seperti
asilan tetap, tunjangan atau
orarium.pertanggungjawaban  pengeluaran  anggaran
ipa kuitansi penerimaan uang oleh pengurus RT/RW




6) Pa@nberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
gnberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat
kan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan desa.
berian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat
jadi bagian dalam suatu pelaksanaan kegiatan.
nodal

c. Belanjs
Belanjalimodal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang
yvang ai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan

menamgan aset, baik dari sisi kuantitas (jumlah) maupun

kualits (nilai). Pengadaan barang yang menambah jumlah
maupull nilai aset digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan
kewenaflgan desa dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Kegiihtan pembangunan fisik harus dilaksanakan pada aset

desfl (bangunan dan/atau tanah) ; dan

Kegiptan yang berhubungan dengan pembelian suatu benda

berggrak maupun tidak bergerak yang nilai manfaatnya lebih
dar@l 2 bulan, barang dimaksud harus dicatatkan sebagai aset
dargmilik desa.

. Belanjajiak terduga

Merupallie belanja untuk kegiatan pada sub bidang

penangd@langan bencana, keadaan darurat dan keadaan

mendesgik yang berskala lokal desa. Belanja untuk kegiatan pada
sub bidling penanggulangan bencana, keadaan darurat , dan
keadaarll mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai
berikut:

1) Buk merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah

desdidan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

2) Tidgl diharapkan terjadi berulang

3) Berdla diluar kendali pemerintah desa.

2)

c. Pembiayaa
Pembiayaajll adalah semua penerimaan yvang perlu dibayar kembali
dan/atau yingeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun
anggaran ang bersangkutan maupun pada tahun anggaran
berikutnya
Pembiayaarlldesa terdiri atas kelompok :
1. Penerima pembiayaan

pembiayaan terdiri atas :

a. Silpa fhun sebelumnya

Sisa lq@ih perhitungan anggaran yang selanjutnya di sebut Silpa
adals selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran
angges selama satu periode anggaran.

Silpa jling sedikit meliputi:

1} Pe pauan penerimaanpendapatan terhadap belanja

2) Pellchematan belanja

3) Sigk dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan

. Pence dana cadangan

Penerims

Untuk@ menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang
selanj@nya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam
APEDdEA .

¢. Hasil ggnjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah
dan bg@gunan

Hasil
dimak
pem bi:

rnjualan kekayaan desa yang dipisahkan sebagaimana
id pada ayat (1) huruf ¢ dicatat dalam penerimaan
aan hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.



2. Pengeluaran p
a. Pembentuk

biayaan terdiri atas:
dana cadangan

Dilakukan @ntuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak

dapat sekflligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pembentukgih dana cadangan ditetapkan dengan peraturan desa yang

paling sedili® memuat:

1) Penetapin tujuan pembentukan dana cadangan;

2) Progranfidan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;

3) Besara dan rincian tahunan dana cadangan yang harus
dianggaikan;

4) Sumber@lana cadangan; dan

9) Tahun 4@ggaran pelaksanaan dana cadangan.

b. Penyertaan

Pembenflhkan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas
peneri an desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya
telah digntukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-
undang@ih. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir
masa jajiatan kepala desa.

odal.

Digunakan @intuk menganggarkan kekayaan pemerintah desa yang di
investasikarfl dalam BUM Desa guna meningkatkan pendapatan desa
atau pelayajihn kepada masyarakat.

Penyertaan @imodal pada BUM Desa harus melalui proses analisis
kelayakan uaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Peraturan pati mengenai pengelolaan keuangan desa mengatur

mengenai taih cara penyertaan modal antara lain:

1)

2)

Modal gang dapat disertakan
a. Berg@al dari APB Desa, setelah memperhitungkan terpenuhinya
peng@nggaran untuk kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.

b. Alol@si khusus dari APBDesa yang bersumber dari bantuan
keu@ihgan bersifat khusus; dan
c. Alolsi anggaran dari APBDesa yang disisihkan secara khusus

berd@sarkan peraturan perundang-undangan dengan tetap
berflidoman pada analisa kelayakan.

Analis@@enyertaan modal

a. Penj@#rtaan modal awal (pembentukan )
(1) Adanya legalitas pendirian BUM Desa

(2) asil analisa kelayakan usaha
(3) @Adanya AD/ART
(4) EPokumen pengajuan penyertaan modal desa

b. Pen, aan modal tambahan
(1) saha BUM Desa menunjukkan perkembangan yang baik,
dilihat dari grafik produksi dan pemasaran

(2) saha BUM Desa menunjukkan penguatan ekonomi
asyarakat dan pelayanan kepada masyarakat.
(3) idak ada konflik kepengurusan dan permasalahan
ukum; dan
(4) Adanya hasil analisa usaha.
c. Pali sedikit legalitas pendirian BUM Desa yang ditetapkan

meldmii peraturan desa mengatur antara lain hal-hal sebagai
berifit:

(1) enis kegiatan

(2) iteria yang mengelola

(3) Penetapan waktu dan besaran (nilai dan/atau persentase)
asil BUM Desa untuk pendapatan asli desa; dan
(4) ewajiban dalam pelaporan.
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c. Setor kefbali pendapatan transfer,
1) Danajlesa (kode rekening 6.2.3.01)

D. TEKNIS PENYUS DOKUMEN APB Desa
Dalam proses penyusullan APBDesa, Sekretaris desa dibantu perangkat desa lainnya
melakukan langkah-lafibka sebagai berikut:
1. Penyusunan Rarfllangan Peraturan Desa tentang APBDesa
a. Atas perintd Kepala Desa Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan
rancangan B Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan dan pedoman
peényusunan @PB setiap tahun. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan
bahan penyudlinan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa,
b. Sekretaris dllsa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa
berdasarkan @KPDesa tahun berkenaan.
c. Sekretaris D menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa
kepada KepalliDesa.
d. Rancangan Pdhturan Desa tentang APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada BPD
untuk dibahagllan disepakati bersama dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan
Desa tentanglAPB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun
berjalan.
2. Persetujuan atasfilancangan Peraturan Desa tentang APBDesa
a. Rancangan pgikturan desa tentang APBDesa disepakati bersama antara kepala desa
dan BPD
b. Kesepakatan [ersama sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam
keputusan BPjtentang persetujuan atas rancangan peraturan desa tentang APBDEsa
c. Atas dasar kdlepakatan bersama kepala Desa dan BPD, Kepala Desa menyiapkan
Rancangan P@haturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.Sekretaris Desa
mengoordinasiihn penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa.
3. Evaluasi APB Des
a. Rancanganf@beraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama
pemerintahfdesa dan BPD, sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa,
disampaikaflloleh kepala desa kepada Bupati melalui Camat.
b. Rancangan eraturan desa mengenai APB Desa disampaikan Kepala Desa kepada

bupati mefllui camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk
dievaluasi.

c. Bupati dalam melakukan evaluasi berpedoman
dengan panduan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa

tentang APHEDesa.

d. rancangan peraturan dimaksud, dilengkapi dengan dokument
meliputi:

1. surat pihgantar;

2, peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APBDesa:

3. Desa mengenai RKP Desa

4. peratur Desa megenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewenallgan lokal berskala besar;

5. peratu desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;

6. peratu desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia:dan

7. berita §ffara hasil musyawarah BPD

8. keputu BPD tentang persetujuan atas rancangan peraturan desa tentang
APBDes

€. Dalam melgiukan evaluasi dapat mengundang Kepala Desa dan/atau aparat
Desa terkait@alam pelaksanaan evaluasi,

f. Hasil evaluglli dituangkan dalam keputusan bupati dan disampaikan kepada
Kepala Desaibaling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya
rancangan dinaksud.

g Dalam hal @bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu

dimaksud pada huruf b, rancangan peraturan desa dimaksud
sendirinya.

sebagaims
berlaku deng

[Tt



E. HAL-HAL KHUSU
Pemerintah Dess
memperhatikan
khusus, antara le
a.

h. Dalam hahasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah sesuai
dengan kefntuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan
umum daj RKPdesa selanjutnya kepala desa menetapkan menjadi peraturan
desa.

i. Dalam ha@lhasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, tidak sesuai
dengan kefintuan peraturan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKPdesa,
Kepala Dl bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua

puluh ) terflitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

j. Rancanga peraturan desa tentang APBDesa yang telah disempurnakan oleh
kepala deqll sebagaimana dimaksud pada huruf e, dikirim kembali oleh kepala
desa kepadqll Bupati paling lama 3(tiga) hari setelah selesai penyempurnaannya.

k. Bupati mdqklui camat menyampaikan surat tanggapan atas penyempurnaan
rancangangperaturan desa tentang APBDEsa kepada kepala desa paling lama
3(tiga) harfiketelah diterimanya hasil penyempurnaan atas rancangan peraturan
desa tentaflg APBDesa dari Kepala Desa.

1. Rancangarflperaturan desa tentang APBDesa yang telah di disempurnakan
sebagaimagi dimaksud pada huruf g, selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan
desa tentaflk APBDesa.

Penetapan darfbenyampaian informasi

a) Rancangarfiberaturan desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan
oleh Kepal@Desa menjadi peraturan tentang APB Desa paling lambat tanggal 31
Desember un anggaran sebelumnya.

b) Pengundar@ihn peraturan Desa mengenai APB Desa dalam lembaran Desa.

¢} Kepala Degll menetapkan Rancangan peraturan Kepala Desa tetang penjabaran
APB Desa {ibagai peraturan pelaksanaan dari peraturan Desa tentang APB Desa
dan diund#gkan ke dalam Berita Desa.

d) Kepala Dedll menyampaikan peraturan Desa tentang APB Desa dan peraturan
kepala Desfltentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (Tujuh)
hari setelalfiitetapkan.

€) Kepala Des enyampaikan informasi mengenai APB Desa, dengan materi berisi:
1. APB De@l;

2. Pelaksafihan kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
3. Alamat @engaduan;

dalam menyusun APBDesa Tahun Anggaran 2024, selain
bijakan penyusunan APBDesa, juga memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:

Bagi desa yaje terdapat Sisa Lebih Perhitungan Angaran (SiLPA) Tahun
Anggaran 20 agar dianggarkan kembali dalam belanja APBDesa Tahun
Anggaran 2084 baik untuk belanja kegiatan yang belum selesai
dilaksanakan @ada Tahun 2023 atau dapat dialihkan untuk membiayai
kegiatan bas perdasarkan musyawarah desa.

Pemerintah D@a wajib melakukan semua pengadaan barang dalam keadaan
baru, khususendaraan dinas on the road plat merah.

Dalam pen nan APBDesa Perubahan didesa batas waktunya paling
lambat bulan @ktober Tahun Anggaran berjalan.

Pelaksanaan Begiatan dilakukan secara swakelola, dengan memaksimalkan
penggunaan Waterial/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara
gotong royongiengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas
kesempatan kifja, dan pemberdayaan masyarakat setempat.
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ya pengelolaan keuangan desa yang baik, Pemerintah Desa
aya peningkatan kapasitas pengelolaan administrasi
, baik pada tatanan perencanaan, pelaksanaan,
maupun pertanggungjawaban melalui perbaikan prosedur,

Untuk mewufldkan penyelenggaraan pemerintahan desa yvang lebih optimal,
untuk melakukan upaya peningkatan kapasitas sumber daya
penyelenggara lembaga desa melalui kegiatan pelatihan,




2. Dafta

ode Rekening Bidang, Sub Bidang, Kegiatan dan Output

1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub
bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung
terseIEE_giranva fungsi pemerintahan desa yang mencakup:
1 1 sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap,
tunjangan dan operasional pemerintahan desa {maksimal
30% untuk kegiatan 01,02,05 dan 06)
1 1 penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa
1 1 01 penghasilan tetap kepala desa OB (orang/Bulan)
1 1 02 | tunjangan kepala desa OB (orang/Bulan)
1] 1 penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa
1 1 01 penghasilan tetap perangkat desa OB (orang/Bulan)
1] 1 02 tunjangan perangkat desa OB (orang/Bulan)
1 1 penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat
desa
1 1 01 jaminan sosial kepala desa OP {orang/bulan
1 1 02 jaminan sosial perangkat desa OP (orang/bulan
1] 1 penyediaan operasional pemerintah desa (ATK, honorarium
PKPKD dan PPKD, perlengkapan pe rkantoran, pakaian
dinas/atribut, listrik/telpon dil)
1 1 01 operasional pemerintah desa paket
1 1 penyediaan tunjangan BPD
1] 1 01 tunjangan BPD 08 (orang/Bulan)
1 1 penyediaan operasional BPD (rapat-rapat(ATK, makan-
minum),perlengkapan perkantoran, pakaian seragam,
perjalanan dinas, listrik/telpon dlil)
1 1 operasional BPD paket
1 10 penyediaan insentif/Operasional RT/RW
1| 107 operasional RT/RW paket
i 1 lain-lain sub bidang penylenggaraan belanja penghasilan
tetap, tunjangan dan operasional pemerintahan desa
1 2 sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan desa
1] zj01 penyediaan sarana (aset tetap) pe rkantoran/pemerintahan
1 2j01@e1 kendaraan roda 4 unit
1| 2jo1 kendaraan roda 3 unit
1] 2/01 kendaraan roda 2 unit
1 2/01 mebelair kantor unit
1] 2 komputer unit
1] 2(01 prasarana kantor lainnya




1]2]0 pemeliharaan gedung/prasarana perkantoran desa
1/2]0 1 pemeliharaan gedung dan prasarana perkantoran desa unit
112l pembangunan/rehabilitasi/peningkatan gedung/prasarana
kantor desa
1] 2 1 tanah M2
112]|0 bangunan unit
1/2|0 halaman dan area parkir kantor unit
12|03 rehabilitasi/peningkatan bangunan unit
11203 rehabilitasi/peningkatan halaman dan area parkir kantor
desa unit
112 bo lain-lain kegiatan sub bidang sarana dan prasarana
pemerintahan desa
1|3 sub bidang adminitrasi kependudukan, pencatatan sipil ,
statistik dan kearsipan
11301 pelayanan administrasi umum dan kependudukan (surat
pengantar fpelayanan KTP,akta kelahiran kartu keluarga, dll}
1)3|01mm pelayanan administrasi umum dan kependudukan Paket
penyusunan /pendataan /pemutakhiran profil desa (profil
11302 kependudukan dan potensi desa)
dokumen profil desa (profil ke pendudukan dan potensi
1) 3|02
desa Paket
1]3 /03 [pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
13|03l . s . :
pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa |Paket
penyuluhan dan penyadaran masyarakat tentang
(A kependudukan dan pencatatan sipil
1] 3 |04mm1| penyuluhan kependudukan dan pencatatan sipil Kali
1|/3]05 pemetaan dan analisa kemiskinan desa secara partisipatif
11 3os s dokumen pemetaan dan analisa kemiskinan desa secara
partisipatif Paket
1! 3 leo lain-lain kegiatan sub bidang administrasi kependudukan
pencatatan sipil , statistik dan kearsipan
o sub bidang tata praja pemerintahan ,perencanaan, keuangan
dan pelaporan
penyelenggaraan musyawarah perencanaan desa/pembahasan
114101 APB Desa( musdes, musrembangdes/pra-
musrembangdes,dil,bersifat reguler)
14|10 terselenggaranya musyawarah desa perencanaan desa Kali
1lalo terselenggaranya musyawarah desa perencanaan _
pembangunan desa Kali
14|01 terselenggaranya musyawarah pembahasan APBDesa Kali
14|01 terselenggaranya musyawarah lainnya Kali
1|4 |02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembung
warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
1|4]02 Terselenggaranya Musyawarah Desa Non Reguler Kali
1|14]|03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes,dll)
11403 Dokumen Perencanaan Desa Paket
1] 4]04 Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/APBDes
Perubahan/LPJ APBDes dan seluruh dokumen terkait)
11404 Dokumen Keuangan Desa Paket




Pengelolaan/Administrasi/inventarisasi /Penilaian Aset Desa

Terselenggaranya Pengelolaan Administrasi Aset Desa

Paket

LT -
=]

Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades, dll-diluar
dokumen RencanaPemhangunan!Keuangan}

£

01

Dokumen Kebijakan Desa non Rencana
Pembangunan/Keuangan

Paket

Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan
akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran,
informasi kepada masyarakat)

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Paket

Pengembangan Sistem Informasi Desa

01

Terciptanya Sistem Informasi Desa

Paket

Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan
Pembangunan Desa (Antar Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak
Ketiga,dil)**

Terselenggaranya Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan Desa Antar
Desa/Kecamatan/Kabupaten, Pihak Ketiga,dil)

Paket

Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan
Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi
wewenang Desa)

Terselenggaranya Dukungan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan
Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD

Paket

Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman
kontigen dalam mengikuti Lomba Desa

11

Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan dan pengiriman
kontigen dalam mengikuti Lomba Desa

Kali

11

Pengiriman kontigen Lomba Desa

Kali

(e =

Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa
Persiapan

Tersedianya Pembentukan Struktur Organisasi

Paket

PR

Terselenggaranya Pengangkatan Perangkat Desa

Tersedianya Fasilitas Dasar bagi Penduduk Desa (sesuai
kewenangan Desa)

YT T ™

Bl b bbb B B

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa

E

12

Terselenggaranya Pendataan Bidang Kependudukan,
Potensi Ekonomi, Inventarisasi Pertanahan Serta
Pengembangan Sarana Ekonomi, Pendidikan dan Kesehatan
(sesuai kewenangan Desa)

[

o

lain-lain kegiatan sub bidang tata praja pemerintahan,
perencanaan, keuangan dan pelaporan*

Sub Bidang Pertanahan

(A [Py it

it | B

=]
=

sertifikasi Tanah Kas Desa

Sertifikat Tanah Desa

Unit

Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian
Registrasi Agenda Pertanahan)

Terselenggaranya Administrasi Pertanahan

Paket

Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin

Sertifikat Tanah Masyarakat Miskin

Unit

wmiltmjnjwn]| wn
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B

Mediasi Konflik Pertanahan

Terselenggaranya Mediasi Konflik Pertanahan

Paket




Penyuluhan Pertanahan

Terselenggaranya Penyuluhan Pertanhan

Kali

Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Terselenggaranya Administrasi PBB

Paket

(S (S [S [

Penentuan/penegasan/pembangunan batas/payok tanah Desa**

Batas Tanah Desa

Unit

RERRRRAE

lain-lain kegiatan sub bidang pertanahan*

) [y

BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

Bidang pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bid ang dan
kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kese hatan, pekerjaan
umum, dan lain - lain. Pembangunan tidak berarti hanya
pe,bangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan
pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan,
bidang ini mencakup :

Sub Bidang Pendidikan

[
o
ey

Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal
Milik Desa**(Bantuan Honor pengajar, pakalan seragam,
operasional, dst)

oy

Operasional PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal
Milik Desa

Paket

Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana Paud, dst )

Dukungan Penyelenggaraan PAUD non Milik Desa

Paket

Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat

B e

Jumlah peserta Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi
Masyarakat Desa

Orang

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan
Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **

R |8 |B |[BIRIB| =

]

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman
Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa

Unit

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
PAUD/TK/TPA/TKA/TPO/Madrasah Non-Formal Milik Desa**

RERE

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
PAUDﬁWAfTKAfTPQ{thmah Non-Formal Milik Desa

Unit

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan
Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE)
PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa **

2E

Tanah untuk PAUD/TK/TPA/TKA/TPOQ/Madrasah Non-Formal
Milik Desa

Gedung/Bangunan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-
Formal Milik Desa

Unit

Buku dan Pelajaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-
Formal Milik Desa

Unit

Alat Peraga Edukatif ( APE )

Unit

Mebelair PAUDY/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal
Milik Desa

Unit

Sarana/Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-
Formal Milik Desa

Unit

2188 % &

Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana/APE PAUD/
TK/TPA/TK Milik Desa

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana
Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Milik Desa **

Tanah untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar
Belajar Milik Desa

Gedung/Bangunan Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/
Sanggar Belajar Milik Desa

Unit




Mebelair Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/
Sanggar Belajar Milik Desa

Unit

Sarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/

Unit

2

I

Sanggar Belajar Milik Desa

Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana
Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sa nggar
Belajar Milik Desa

Unit

Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa { Pengadaan
Buku-Buku Bacaan, Honor Penjaga untuk
Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)

Terselanggaranya Operasional
Perpustakaan/Taman Bacaan/Sangga

Paket

Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan
Belajar

Tanah untuk Sanggar Seni dan Belajar

Gedung/Bangunan Sanggar Seni dan Belajar

Unit

Peralatan Kesenian

Unit

Mebelair Sanggar Seni dan Belajar

Unit

Sarana Sanggar Seni dan Belajar Lainnya

Unit

slslslzlslelz] g | g

Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi

Jumlah siswa Penerima Bea Siswa

Urang

g
2

lain-lain kegiatan sub bidang pendidikan*

CRISN LSRN SRR PR [N XY W)
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Sub Bidang Kesehatan

Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa
(PKD)/Polindes Milik Desa {obat-obatan;
Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa;
Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi
bagi Keluarga Miskin, dst)

SR

Obat-obatan

Paket

Jumlah Peserta KB Kontrasepsi Keluarga Miskin

Orang

]
=
=

Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan

Paket

Desa (PKD)/Polindes

I
%]

Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan,
Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader
Posyandu)

Makanan Tambahan

Unit

Jumlah Ibu Hamil

Orang

Jumlah Lansia

Orang

I LR S

oIS R SRS
S |RIBIB| R

Desa (PKD})/Polindes

Terselenggaranya Operasional Pos Kesehatan

Paket

[ 8]

M

Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk
Masyarakat, Tenaga Kesehatan, Kader Kesehatan, dil)

Kesehatan

Jumiah Peserta Penyuluhan dan Pelatihan Bidang

Orang

lee] s

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan

Ambulance

Unit

Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Lainnya

Paket

b IR |

Pembinaan Palang Merah Remaja (PIVIR) tingkat Desa

]

R (R|RIR

Remaja (PMR) tingkat desa

Jumilah (frekwensi) Pembinaan Palang Merah

Kali




1]

x

Pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)

lumlah Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita
{BKB)

Orang

Terselenggaranya Operasional Pengasuhan Bersama atau
Bina Keluarga Balita (BKB)

Paket

M M

Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional

Pt

Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Upaya
Kesehatan Tradisional

Paket

Y]

Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

%]

L ST I ST N N

Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD

Unit

b

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngadaan
Sarana/Prasarana/Posyandu/Polindes/PKD**

Tanah Posyandu/Polindes/PKD

GedunEgBangunan Posyandu/Polindes/PKD

Unit

Mebelair Posyandu/Polindes/PKD

Unit

Peralatan Kesehatan Posyandu/Polindes/PKD

Unit

Sarana Posyandu/Polindes/PKD Lainnya

Unit

$888888 8 8] 9 [3] 8

lain-lain kegiatan sub bidang kesehatan*

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

=

Pemeliharaan Desa

=

Pemeliharaan Jalan Desa

Meter (M)

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang

Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang

Meter (M)

Pemeliharaan Jalan Usaha Tani

Jalan Usaha Tani

Meter (M)

Pemeliharaan Jembatan Milik Desa

Jembatan Milik Desa

Unit

L LR LR LR [ SR LAY TNE [SRT N TN [XY P PR Y P T
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Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan,
Box/5lab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)

8]

W

Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong,
Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)

Meter (M)

Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai
Kemasyarakatan

8] 2] 8] s |=lzleelels

Pemeliharaan Gedung Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan

Unit

S

Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs
Bersejarah/Petilasan Milik Desa

Bersejarah/Petilasan Milik Desa

Unit

Pemeliharaan Embung Milik Desa

-«

Pemeliharaan Embung Desa

Unit

Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa

2|8|8|18|9

Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa

Unit

Pembangunan/Rehabi litasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan
Desa**

Jalan Desa

Meter (M)

Rehabilitasi/Peni ngkatan/Pengerasan Jalan Desa

Meter (M)

Pembangunan/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan
Pemukiman/Gang**

110

Jalan Pemukiman/Gang

Meter (M)

D L I R S S [ N | N PSR PN PN B T Y
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11

Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkuman

Pemukiman

Meter (M)

[T7]



Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/ Pengerasan Jalan

2|3
Usaha Tani **
213 01]| Pembangunan Jalan Usaha Tani Metre (M)
213 02 Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani Metre (M)
2|3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pen gerasan
Jembatan Milik Desa **
213 01| Jembatan Desa Unit
213 02 Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa|Unit
213 03| Rehabilitasi/Peningkatan Jembatan Desa Unit
Pembangunanfﬂehahil]tasi!Peningka’ran Prasarana Jalan
213 Desa (Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase,
Prasarana Jalan Lain) **
213 o1 Prasarana Jalan Desa(Gorong-gorong, Selokan, Box/Slab  [Metre (M)
Culvert, Drainase, Prasarana Jalan lain)
Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong-  [Metre (M)
2113 02 |gorong, Selokan, Box/Slab Culvert, Drainase, Prasarana Jalan
Lain)
Pembangunan}Hehahilitasi,ipeningkatan Balai Desa/Balai
213
Kemasyarakatan **
213 01 | Gedung Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Unit
213 02| Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan | Unit
2| 3 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik
Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan
213 01| Pemakaman Milik Desa Unit
213 02| Situs Bersejarah Milik Desa Unit
213 03| Petilasan Milik Desa Unit
213 o4 Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Unit
Bersejarah Milik Desa/Petilasan
213 Pembuatan,/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
213 01| Peta wilayah dan sosial desa Paket
2|3 Penyusunan Dokumnen Perencanaan Tata Ruang Desa
2|3 01| Dokumen Perencanaan Paket
213 PembangunanfﬂehahiIitasi,’PeningI_aatan Embung Desa **
213 01| Embung Desa Unit
213 02| Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa Unit
213 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/
Batas Desa **
213 01| Monumen/Gapura/ Batas Desa Unit
213 02| Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/ Batas Desa |Unit
5| 3 lain-lain kegiatan sub bidang pekerjaan umum dan penataan
ruang*
2 Sub Bidan% Kawasan Permukiman
214 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan, validasi,
ALY
214 01| Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Unit
214 Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
2|4 01| Pemeliharaan Sumur Resapan Unit
Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata
£ Air/Tandon Penampuangan Air Hujan/Sumur Bor, dil)
204 01| Pemeliharaan Sumber Air Bersih Unit
2] a Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga

(pipanisasi, dil)

il




214 01 Pemeliharaan Sambungan Air Bersih Meter (M)
4 105 Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong,
2 selokan, Parit, dil. Diluar prasarana jalan)
214|051 Pemeliharaan Sanitasi Meter (M)
21406 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum,/MCK umum, dll
2| 406001 Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dil Unit
2| 4oz Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah
Desa/Permukiman ( Penampungan, Bank Sampah, dll )
At N Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah
Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dil ) Unit
Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air
24|08
Limbah Rumah Tangga)
2|4 {081 Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah Meter (M)
214[09 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
214091 Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa Unit
214110
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan**
21410 Sumur Resapan Unit
21410 Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan Unit
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih
24|11 Milik Desa ( Mata Air/Tandon Penampungan Air
Hujan/Sumur Bor, dil}**
2| 4 Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon
Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dil) Unit
24 Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (
Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor, dil) [Unit
2l a Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air
Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi, dil)**
2|4 . ) el b
Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi,dil) |Meter (M)
2]al12 Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke
Rumah Tangga (pipanisasi, dll) Meter (M)
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi
21413 permukiman (Gorong - gorong, Selokan, Parit, dil., diluar
prasarana jalan)**
21413 Sanitasi permukiman (Gorong - gorong, Selokan, Parit,
dll., diluar prasarana jalan) Meter {IV)
Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi permukiman (Gorong -
214113 . . .
gorong, Selokan, Parit, dll., diluar prasarana jalan) Meter (M)
214114 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban
Umum/MCK Umum, dil **
21414 Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dil Unit
| al1a Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK
Umum, dil Unit
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas
2|4|15 Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan,
Bank Sampah, dll) **
21 al1s Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman
(Penampungan, Bank Sampah, dll) Unit
ol al1s Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah
Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah, dll} Unit
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Pembangunan/Rehabil itasi/Peningkatan Sistem
2 4 1 Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah
Tangga) **
2 4 1 0 Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air Limbah
1
Rumah Tangga)
2 | 4 1 o2 Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air
Limbah (Drainase, Air Limbah Rumah Tangga) Meter (M)
2 4 1 Pembangunan/Rehabilitasi/Peni ngkatan Taman/Taman
Bermain Anak Milik Desa**
2 4 1 01 Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa Unit
Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak
2 4 1 02 o
Milik Desa Unit
lain - lain kegiatan sub bidang perumahan rakyat dan
2 4 |90
kawasan permukiman*
2 |5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
2 5 01 Pengelolaan Hutan Milik Desa
2 | 5] 1@ m Terselenggaranya Pengelolaan Hutan Milik Desa Paket
2 | 5] 02 Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2| S| O2 01| Terselenggaranya Penghijauan Desa Paket
Terselenggaranya Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
2 5 oz 0z :
Lainnya Paket
Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/ Penyadaran tentang
2 5 03 . .
Lingkungan Hidup dan Kehutanan
Terselenggaranya
2 5| 03 @0 Pelatihan/Sosialisasi/Pe nyuluhan/Penyadaran tentang
Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kali
lain - lain kegiatan sub bidang Kehutanan dan Lingkungan
o | Hidup*
216 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
2 6 01 Pembuatan Rambu - Rambu di Jalan Desa
2 3] 01 01 Rambu Jalan Unit
Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal :
2 6 02 Pembuatan Pester/Baliho Informasi penetapan/LP)
APBDes untuk Warga, dll)
2| 6! 02 Box Poster/Baliho Informasi penetapan/LP) APBDes untuk
informasi kepada masyarakat Unit
2] 6! o3 Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/instalasi
Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
N Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi
Komunikasi dan Informasi Lokal Desa Paket
2 6 04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
2 6]04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa |Unit
2 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pe ngadaan
6|05 Sarana & Prasarana Transportasi Desa
2 B6{05 Sarana dan Prasarana Transportasi Desa Unit
lain - lain kegiatan sub bidang Perhubungan, Komunikasi,
2 6/90-99 dan Informatika*
2 7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif
2 7101 tingkat Desa
2 7|01 Sarana dan Prasarana Energi Alternatif ti ngkat Desa Watt
Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi
= 7|01 Alternatif tingkat Desa Watt

4




02

PEmbangunaanehabi!itasi,fPeningkatan Sarana dan
Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **

02 01

Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa

Unit

Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pariwisata Milik Desa

Unit

lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber
Daya Mineral*

Sub Bidang Pariwisata

01

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik
Desa

o

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata
Milik Desa

Unit

M

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pariwisata Milik Desa **

Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **

Unit

LS 8]

Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pariwisata Milik Desa **

Unit

Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ene rgi
Alternatif tingkat Desa

@) o oo oo |oo| oo

3l g lgl g lsl s

lain-lain kegiatan sub bidang pariwisata *

Wikd | W 2

BIDANG PEMBINAAN KEMSYARAKATAN DESA

Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang
dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta
kesadaran masyarakat / lembaga kemasyarakatan
desa yang mendukung proses pembangunan desa
yang mencakup :

Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Perdindungan Masyarakat

01

Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa
(pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal
ronda/patroli dll) **

Pos Keamanan Desa

Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa

Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga
Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Deza
(Satlinmas desa)

Jumlah Peserta Pelatihan Tenaga
Keamanan/Ketertiban Pemerintah Desa
{Satlinmas desa)

03

Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan
Perlindungan Masyarakat (dengan
masyarakat/instansi pemerintahan daerah, dil) Skala
Lokal Desa

Terselenggaranya Koordinasi Pembinaan
Ketentraman, Ketertiban, dan Perl indungan
Masyarakat (dengan masyarakat/instansi
pemerintahan daerah, dli) Skala Lokal Desa

L




Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal

o st e Desa
3|{1] oa Jumlah Peserta Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap
Bencana Skala Lokal Desa Orang
3|1 r 0s Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
3111 05 Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa Unit
Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat
3|11 06 .
Miskin
3l 1] o6 Jumlah Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan
Masyarakat Miskin Kali
Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di
3111 o7 f
Bidang Hukum dan
[ e lumiah Peserta Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi
kepada Masyarakat Orang
3| 1 leood lain-lain kegiatan sub bidang Ketenteraman, Ketertiban
Umum, dan Perlindungan Masyarakat
3|2 Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
312 m Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
3|lz2| o Terselenggaranya Pembinaan Group Kesenian dan
Kebudayaan Ti ingkat Desa Paket
3| o T 02 Pengiriman Kontigen Grup Kesenian dan Kebudayaan
sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
¢ Jumlah FrekuensiPengiriman Kontingen Grup Kesenian
3|2 02 dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat
Kecamatan dan Kabupaten Kali
Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan
3| 2| 03 dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar
keagamaan, dll)tingkat Desa
lumlah Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/
3al21| o3 Kebudayaan dan Keagamaan {perayaan hari
kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll)tingkat Desa Kali
alalos Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan /Rumah
Adat/Keagamaan Milik Desa
3lal os Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
l /Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa Unit
Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan
31 2] 05 Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/ Keagamaan Milik
Desa**
3| 2| os Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan
/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa Unit
Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
A 5 B Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa Unit
3| 2 |oo-ed) lain-lain kegiatan sub bidang kebudayaan dan
keagamaan*
313 Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
3l3lm Pengiriman kontigen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai
Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten
Jumilah Frekuensi Pengiriman Kontingen Kepemudaan
313 m dan Olah Raga sebagail Wakil Desa di tingkat
Kecamatan dan Kabupaten Kali
Penyelenggaraan Pelatihan kepemudaan (Kepemudaan,
313} 0 Penyadaraan Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa,
[ Jumlah Peserta Pelatihan kepemudaan (Kepemudaan,
313| 02 |m Penyadaraan, wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa Orang




Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga
tingkat Desa

Jumiah Frekwensi Penyelenggaraan Festival/Lomba
Kepemudaan dan Olahraga ti ngkat Desa

Kali

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga
Milik Desa **

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah
Raga Milik Desa

Unit

R &R | B

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**

Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa

Unit

W

F

Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan
dan Olah Raga Milik Desa

Unit

&

PembinaanKarang Taruna /Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga

&

Terselenggaranya PembinaanKarang Taruna/Klub
Kepemudaan/Klub Olah Raga

Paket

2
$

lain-lain kegiatan sub bidang kepemudaan dan Olah Raga*

Sub Bidang Kelembagaandan Keagamaan

Pembinaan Lembaga Adat

Terselenggaranya Lembaga Adat

Paket

Fembinaan LKMD/LPM/LPMD

-P-J[-h.hhhw w o |w| w

Terselenggaranya Pembinaan LKMD/LPM/LPMD

Paket

Pembinaan PKK

Terselenggaranya Pembinaan PKK

Paket

Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

B IRIBIBIRIS|RIR

Jumlah Peserta Pelatihan Pembinaan Lembaga
Kemasyarakatan

Orang

I -2

5
8

lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat*
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BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Bidang Pemberdayaaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan
kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman,
kapasitas masyarakat, yang mencakup :

[y

2

[
=}
=

Sub Bidang Kelautan dan Perikanan

Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa

Pemeliharaan Karamba (darat/laut) dan Kolam Perikanan
Milik Desa

Unit

[y
SIS

[

Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil milik Desa

Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa

Unit

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam
Perikanan Darat Milik Desa**

(=
k|

Karamba (darat/laut) Milik Desa

Unit

Kolam Perikanan Darat Milik Desa

Unit

B |Eslbsl b (&b & [&as

8 BB 8

L

T

Rehabilitasi/Peningkatan Karamba (darat/iaut) dan Kolam
Perikanan

Unit

Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan
Sungai/Kecil Milik Desa**

BB R

Pelanuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa

Unit

Rehabilitasi Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil

Unit

Milik Desa

]|




05 antuan Perikanan [ bibit/pakan/dst)
05 [ 01 Bantuan Perikanan (bi bit/pakan/dst) Paket
11 os elatihan!BimtekIPengenalan Teknologi Tepat Guna untuk
erikanan Darat/Nelayan**
1| 06 | o1 Jumiah Peserta PelatihanIBimtekaengenalan Teknologi Orang
Tepat Guna
1 |90-99 in-lain kegiatan sub bidang kelautan dan perikanan*
2 b Bidang Pertanian dan Peternakan
o ningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan
_L ngolahan pertanian, penggilingan Padi/Jagung, dll)
2l o1 .Ii11mlah alat produksi dan pengeolahan pertanian yang Unit
diserahkan
2 | o2 ningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan
ngolahan Peternakan, Kandang dil)
2 | 02 | o1 Iiljmlah alat produksi dan pengolahan peternakan yang Unit
- diserahkan
2| 03 nguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)
2|03 (01 Lumbung Desa Unit
2| 03 (02 Pengelolaan dan Pemeliharaan Lumbung Desa Paket
21 04 meliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
2104 |01 Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana Unit
2| o5 latihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk
rtanian/Peternakan®**
Jumlah Peserta Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi
2105 [0 \
Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan
bangunanfRehabiIitasi,.n"Penfngkatan Saluran Irigasi
2| 06 .
ier/Sederhana
2106 |01 Saluran Irigasi Tersier/sederhana Meter
2 190-99 Igh-lain kegiatan sub bidang Pertanian dan Peternakan®*
3 Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
31 01 ingkatan Kapasitas Kepala Desa
3101 (01 umlah Frekwensi Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Kali
3| 02 ingkatan Kapasitas Perangkat Desa
3102 01 umlah Peserta Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Orang
3| 03 # ingkatan Kapasitas BPD
3/]03 |01 umlah Peserta Peningkatan Kapasitas BPD Orang
3 loo.90 I ;Iain kegiatan sub bidang peningkatan Kapasitas Aparatur
4 Sg Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan
K2
4 | 01 Paetihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
2|l umlah Frekwensi Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Kali
erempuan
4 | 0z Pemetihan/Penyuluhan Perlindungan Anak
4| 02 {01 mlah Frekwensi Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak |[Kali
Paaetihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang
4 | 03 -
Dig@bilitas)
4| 03 |o1 ‘mlah Frekwensi Pelatciha?dan Penguatan Penyandang Kali
ifabel (Penyandang Disabilitas)
4 |oo-99 laglain kegiatan sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Pemindungan Anak*

I




Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
01 Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM
o Jumlah Peserta Pelatihan Manajemen Pengelolaan .
Koperasi/KUD/UMKM e
02 Pengembangan Sarana dan Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah serta Koperasi
a Terselenggaranya Pengembangan Sarana Prasarana Usaha paket
Mikro, Kecil dan Menegah serta Koperasi
a3 Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan
Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan )
03 X . Unit
Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian
a 90-99| lain-lain kegiatan sub bidang Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah*
4 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal
4 01
BUM Desa)
4 01 Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa
sl el o Pelatihan Pengelolaan Bum Desa (Pelatihan yang dilaksanakan
oleh Desa)
4| 6| 02 lumlah Peserta Pelatihan Pengelolaan BUM Desa Orang
4 | 6 |90 lain-lain kegiatan sub bidang Penanaman Modal*
4|7 Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
4 171 01 Pemeliharla_an Pasar Desa/Kios Milik Desa
4 | 7| 01 Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa Unit
al 7 ’ 02 Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik
Desa**
4 | 7| 02 Pasar Desa Unit
4 (7| 02 Kios Milik Desa Unit
4 | 7| 02 Rehabilitasi/Peningkatan Pasar Desa/Kios Milik Desa Unit
4 | 7| 03 Pengembangan Kecil Level Desa
417 03 Terselenggaranya Pengembangan Industri Kecil Level Desa  |Paket
PemhentukanIFasiiItasi;‘PeIatihanIPendampingan Kelompok
4 | 7| oa Usaha ekonomi produktif(pengrajin, pedagang, industri rumah
tangga, dll)**
Terselenggaranya Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/
04 Pendampingan Kelompok Usaha ekonomi produktif Paket
{pengrajin, pedagang, industri rumah tangga, dil)**
90-99 lain-lain kegiatan sub bidang perdagangan dan perindustrian®
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, KEADAAN DARURAT
DAN MENDESAK DESA
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan
Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan
bencana, keadaan darurat dan mendesak :
511 Sub Bidang Penanggulangan Bencana
511 f 00 Penanggulangan Bencana
51/ M Sarana prasarana tanggap darurat bencana Paket
5|1 02 Perlengkapan kesehatan tanggap darurat bencana Paket
511/ o3 Terselenggaranya pelayanan tanggap darurat bencana Paket
5| 2 Sub Bidang Keadaan Darurat
512 00 Keadaan Darurat
5]1]2]00]0 Keadaan Darurat Kali
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Sub Bidang Keadaan Mendesak

5|3

513 00 Keadaan Mendesak

5| 3| o Bantuan Langsung Tunai (BLT) KK
5/13] 00 Bantuan bahan pangan KK
513 00 Bantuan Pendidikan Orang
S| 3( 00 Bantuan Pengobatan Orang

1.

DAFTAR @DDE REKENING PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

Uraian

ENDAPATAN

ndapatan Asli De=a

Hasil Usaha

Bagi Hasil BUMDes

‘Lain-lain

Hasil Aset

Pengelolaan Tanah Kas Desa

Tambahan Perahu

Pasar Desa

Tempat Pemandian Umum

Jaringan Irigasi Desa

Pelelangan Tkan Milik Desa

ala|lalslalsls

Kios Milik Desa

Pemanfaatan Lapangan/Prasarana Olahraga Milik Desa

Lain-lain

ek

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

\RR

Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong

Lain-lain Pendapatan Asli Desa

. |

Hasil Pungutan Desa

Lain-lain

ransfer

Dana Desa

Dana Desa

Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten /Kota

slalalalala|lnlalels

EC!

Bagian dari hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota

Aloltasi Dana Desa

Alokasi Dana Desa

.

Bantuan Keuangan Provinsi

Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi

Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota

Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten /Kota

-h-h-h!-h-#-h-h

Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten /Kota

ndapatan lain-lain

Penerima dari hasil kerjasama antar Desa

o1 Penerima dari Hasil Kerjasama antar Desa

1]



4 3 2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga

4 3 2 01 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga

4 3 3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan vang berlokasi di Desa

4 3 3 01 Penerimaan dari bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa

q 3 4 ‘Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga

4 3 4 01 Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga

4 3 Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya

< 3 5 01 Yang mengakibatkan penerimaan di Kas Desa pada tahun
anggaran belanja

< 3 6 Bunga Bank

4 3[6e 01 ‘Bunga Bank

4 3 9 Lain-lain pendapatan Desa yang sah

4 3 9 0-99 Lain-lain pendapatan Desa yang sah

3 1 BELANJA

5 1 Belanja Pegawai

5 1 1 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Ke pala Desa

5 1 1 01 Penghasilan Tetap Kepala Desa

5 1 1 02 Tunjangan Kepala Desa

5 1 1 0-99 Penerimaan Lain Kepala Desa yang sah

5 1 2 Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa

S 1 2 01 Penhasilan Tetap Perangkat Desa

5 1 2 o2 Tunjangan Perangkat Desa

S5 1 ’ 2 0-99 Penerimaan Lain Perangkat Desa yang sah

5 1 3 Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa

5 1 3 01 Jaminan Kesehatan Kepala Desa

5 1 3 0z Jaminan Kesehatan Perangkat Desa

5 1 3 03 Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa

3 1 3 04 Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa

5 1 4 Tunjangan BPD

5 1 4 01 Tunjangan Kedudukan BPD

5 1 4 02 Tunjangan Kinerja BPD

5 2 Belanja Barang dan Jasa

5 2 1 Belanja Barang Perlengkapan

5 2 1 01 Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pos

S 2 1 02 Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
Belanja Perelengkapan Alat-alat rumah tangga/peralatan dan

5 2 1 03 .
bahan kebersihan




(=
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Belanja Bahan Bakar Minyak /Gas/Tsi ulang Tabung Femadam
Kebakaran

e

[

[

0s

Belanja Perlengkapan Cetak /Pengadaan - Belanja Barang Cetak
dan Pengadaan

Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) -
Belanja Barang Konsumsi

Belanja Bahan / Material

Belanja Bendera / Umbul-umbul / Spanduk

‘Belanja Pakaian Dina / Seragam J Atribut

Belanja Obat-cbatan

Belanja Pakan Hewan/lkan, Obat-ocbatan Hewan

Belanja Pupuk /Obat-obatan Pertanian

Belanja Barang Perlengkapan Lainnya

. B

Belanja Jasa Honorarium

jafanjonfonlenlen|enfen| cn
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Belanja Jasa Honorarium Tim yang melaksanakan Kegiatan

Belanja Jasa Honorarium Unsur Stal Perangkat/Pemhbantu
Tugas Umum Desa/Operator

Belanja Jasa Honorarium /Insentif Pelayan Desa

1

Belanja Jasa Honorarium Ahli/ Profesi /Konsultan /Narasumber

Belanja Jasa Honorarium Petugas

i en| o

|

Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD

Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD

MMHMMMMMMMMMMHMMMM

:

Belanja Jasa Uang Saku Pelati han/Seminar/Bimbingan Teknis

Belanja Jasa Honorarium Lainnya

Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota

Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten,/ Kota

Belanja Kursus/Pelatihan

Belanja Jasa Sewa

Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang

Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan

Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas

Belanja Jasa Sewa Lainnya

Belanja Operasional Perkantoran

Belanja Jasa Langganan Listrik

|
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Belanja Jasa Langganan Air Bersih

Belanja Jasa Langganan Majalah /Surat Kabar

Belanja Jasa Langganan Telepon

Belanja Jasa Langanan Internet

o %

Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro

LSS EG] ST ST ST ST RS SIS RN AN PN A S I S

Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak

Belanja Insentif/Operasional RT /RW

Belanja Operasional Perkantoran Lainnya

Belanja Pemeliharaan

[

Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat

Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor

Belanja Pemeliharaan Peralatan

thjcnjnj el enfenfen| enfen|en
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Belanja Pemeliharaan Bangunan

Belanja Pemeliharaan Jalan

i




5 2 06 Belanja Pemeliharaan Jembatan
5 2 o7 Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air
5 2 08 Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrilk,
51 2 6 90-99 Belanja Pemeliharaan Lainnya
] 2 7 Belanja Barang dan Jasa yang diserahkan kepada Masyarakat]
5 2 7 01 Belanja Bahan Perlengkapan yvang diserahkan ke
5 2 7 02 Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan
5 2 7 03 Belanja Bantuan Bangunan vang diserahkan ke
) 2 7 04 Belanja Beasiswa Berpre stasi/Masyarakat Miskin
5 2 7 05 Belanja Bantuan Bibit Tanaman JHewan /Tkan
5 2 7 -99 Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada
(5 [ 2 Belanja Modal
5 2 1 Belanja Modal Pengadaan Tanah
5 2 1 D1 Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
t 5 2 1 02 Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5] 2 1 03 Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat
5 2 [ 1 04 Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah
5 2 1 a5 Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5 2 1 0-99 Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya
3 3 2 Belanja Modal Peralatan,Mesin, dan Alat Berat
S 3 2 01 Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan kegiatan
5 3 2 02 Belanja Modal Peralatan Flektronik dan Alat Studio
5 3 2 03 Belanja Modal Peralatan Komputer
5 3 2 04 Belanja Modal Peralatan Mebeulair Akesesori Ruangan
5 3 2 05 Belanja Modal Peralatan Dapur
5 3 2 06 Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5 3 2 o7 Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah
5 3 2 08 Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan
s Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian / Perikanan /
5 3 2 a9
Peternakan
5 3 2 10 Belanja Modal Mesin
5 3 2 11 Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat
S 3 2 0-99 Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
[ 5 3 3 Belanja Modal Kendaraan
5 3 2 01 Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan kegiatan
5 3 3 02 Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5 3 3 03 Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
s 3 3 04 Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5 3 3 05 Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5 a3 Belanja Modal Kendaraan Lainnya

i



S5 3 4 Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman
5 3 4 01 Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan kegiatan
&1 3 4 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
S 3 4 03 Belanja Modal Bahan Baku
S5 3 4 04 Belanja Modal Sewa Peralatan
S 3[4 05 Belanja Modal Administrasi Kegiatan
S5 3 5 Belanja Modal Jalan /Prasarana Jalan
3 3 5 01 Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan kegiatan
S [3][5 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
3 3 5 03 Belanja Modal Bahan Baku
5 3 > 04 Belanja Modal Sewa Peralatan
S5 3 5 05 Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5 3| e Belanja Modal Jembatan
5 3 7] 01 Belanja Modal Honor Tim yvang melaksanakan kegiatan
5 3 (7} 02 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5 3 & 03 Belanja Modal Bahan Baku
o 3 6 O<4 Belanja Modal Sewa Peralatan
5 3 6 a5 Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5 r 3 - Belanja Modal Irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase /Air
Limbah/Persampahan
51 3 7 01 Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan kegiatan
21 317 2 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5 3 7 3 Belanja Modal Bahan Baku
5 3 7 4 Belanja Modal Sewa Peralatan
5 3 7 5 Belanja Modal Administrasi Kegiatan
S 3 8 Belanja Modal Jaringan /Instalasi
5 3 8 1 Belanja Modal Honor Tim yang melaksanakan kegiatan
S| afs 2 Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5 3 8 3 Belanja Modal Bahan Baku
r 5 3 a8 4 Belanja Modal Sewa Peralatan
5 3 8 5 Belanja Modal Administrasi Kegiatan
S 3 9 Belanja Modal Lainnya
S5 [ 3 9 1 Belanja Modal Khusus Pendidikan dan Perpustakaan
3 3 9 2 Belanja Modal Khusus Olahraga
5 3 9 3 Belanja Modal Khusus Kesenian/Kebudayaan /Ke agamaar
Fs5 [ 3 9 4 Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
S 3 2] 5 Belanja Modal Hewan
! 5 | 3 9 -99 Belanja Modal Lainnya




Belanja Tak Terduga

B B

Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SILPA Tahun sebelumnya

SILPA Tahun sebelumnya

Pencairan Dana Cadangan

Pencairan Dana Cadangan

‘Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan

Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan

Penerimaan Kembmli Penyertaan Modal

Penerimaan Kembali Penyertaan Modal

OS] b b ol W o) aof ] =

Penerimaan Pembiayaan Lainnya

Penerimaan Pembiayaan Lainnya

Pengeluaran Pembiayaan

Pembentukan Dana Cadangan

‘Pembentukan Dana Cadangan

Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa

Setor Kembali Pendapatan Transfer

Dana Desa

Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten /Kot

Alokasi Dana Desa

Bantuan Keuangan APED Provinsi

”]MMHMMMMMHNMHFHHHHHHHHH

Bantuan Keuangan APBD Kabupaten /Kota

Pengeluaran Pembiayaan Lainnya
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Pengeluaran Pembiayaan Lainnya

BUPATI PINRANG,

IIJEAN HAMID



3. STANDAHIHARGA SATUAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

TAHUN 2

1. KEGIA

KEP?

3

PENYEDIAAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

DESA

Penghd@lilan Dan Tunjangan Kepala Desa

No. Uraian | Penghasilan Tetap Tunjangan Kepala Desa |
s Kepala Desa [
1 8 PALA Rp.3.000.000/ Bulan | Rp. 2.500.000 / Bulan
ESA
2. KEGIA PENYEDIAAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN
PER2 KAT DESA
Penghagilan Dan Tunjangan Sekretaris Desa, Kepala Urusan/ Kepala
Seksi [ Kepala Dusun -
Penghasilan Tetap Tunjagan
No. Uraian Sekdes, Kaur/ Sekdes, Kaur/ Kasi
) Kasi Dan Kadus Dan Kadus
™ kretaris Desa Rp.2.224.500,- Rp. 600.000,-/Bulan
/Bulan . ]
2, aur Keuangan Rp.2.022.200,- Rp. 550.000,-/ Bulan
/Bulan
3. aur/Kasi/Kadus | Rp.2.022.200,- Rp. 450.000,-/ Bulan
) | /Bulan
rang diangkat menjadi Kepala Desa atau penjabat kepala
idak diberikan Penghasilan Tetap.
asilan dan Tunjangan Kepala Desa,Sekretaris Desa,Kepala
§n /Kepala Seksi dan Kepala Dusun dibayarkan melalui
nisme Transaksi Non Tunai (TNT)
3. KEGIATAN PENYEDIAAN TUNJANGAN BPD:;

a. ke

b. walkil
c. sekre

d. angg

Ket :
1. Tu
oy

2.

me

Tunjangs

etua

angan Badan Permusyawaratan Desa dibayarkan setelah

Anggota BPD meliputi :
: Rp. 1.000.000,-/bulan;

: Rp. 750.000,- /bulan;
is : Rp. 700.000,-/bulan;dan
: Rp. 675.000,-/bulan.

angi iuran BPJS Ketenagakerjaan.

angan Badan Permusyawaratan Desa dibayarkan melalui

iIsme Transaksi Non Tunai (TNT).



3. KEGI

PENYEDIAAN JAMINAN SOSIAL BAGI KEPALA

DESA BEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA SERTA BFPD
a. BPJS Kejghatan
Rincian lur PJS Kesehatan Kepala Desa,Sekretaris Desa dan Perangkat Desa
ILURAN PER BULAN IURAMN 1 TAHUN
NO. URALAN aayi | UMLAHT pEMBER PEMBERI KERJA| PEKERJA (1
WA | KERJA(4 | PEKERJA(1 | JUMLAH (S (4 %) %) JUMLAH (5 %)
%) %) %)
1 2 3 4 S5=Jud% B=In1% 7=548 8=5x12 bulan =612 budan 10=68+5
1 |KEPALA DESA 5,000.000 1 200,000 50.000 250,000 2400000 B00. 000 3.000.000
2 |SEKRETARIZ D 3434 258 1 137,372 3.3d3 17M.715 1.848 463 412118 20680579
3 |PERANGKAT DE 3.434 298 1 137,372 3343 171718 1.648. 463 4121168 2,080 579
TAL AT4.Ta4 118888 583.430 5.698.924 1.424. 232 T.121.158
b. BPJS keteflaga kerjaan
1. Rincianl BPJS ketenaga Kerjaan Kepala Desa, Sekretaris desa dan
Perangkatii®esa
PERHITUNGAN IURAN EPJS KETENAGAKERMAN
JAMINAN JAMIMAN
NO, URAIAN aAll VRRUDIHARITUA ) JAMINANPENSUN |\ b0 el cEMnan TOTAL
[ JHT ) {JPM )
1 { JEM |
APBDES |PERANGHAT APBDES |PERANGKA] APBDES AFBOES
1 |KEFALADESA 5.500.000 203.500 110000 | 110000 55.000 13,200 16.500 508200
2 |SEKRETARISD 2.824.500 104.507 56.420 56.480 28.245 B.779 B4AT4 260.5084
3 |KAUR KEUAN 2.572.200 95.171 51.444 51444 25722 6.173 T.TT 23T 671
Ir
4 |KEPALADUSUM 2472200 91.471 49 444 49444 24,722 5.933 T7.417 228 431

i kb




S. BELAIA HONORARIUM, BELANJA OPERASIONAL PEMERINTAH

DESA,@PERASIONAL BPD, BELANJA PEMBINAAN KEGIATAN PKK
DAN IENTIF RT/RW
No | UR# | SATUAN HARGA
. T.A 2024
- | Honorgium Pejabat Pemegang
Kekuasafll Pengelolaan Keuangan Desa
(PKPKD
1. Kepal Orang/Bulan | 1.000.000,-
Ket :
1. Horj@rarium PKPKD
ditegidpkan dengan
kepjifusan kepala desa
2. Horfirarium PKPKD
dibg@arkan melalui
me isme Transaksi Non
Tu (TNT)
2. | Honorglum Pelaksana
| Pengelol@n Keuangan Desa (PPKD)
1. Sgkretaris Desa
2. Kpur Keuangan Orang/Bulan 650.000,-
3. Kjr/Kasi Orang/Bulan 600.000,-
Orang/Bulan 450.000,-
| Ket :
1. orarium PPKD:
rtapkan dengan
utusan kepala desa
2. orarium PPKD
ayarkan melalui
anisme Transaksi
i Tunai (TNT)
3. m Pejabat
Barang dan Jasa
a.Jumlgh Paket Pengadaan
dengan 10 Paket |
a | Orang/Bulan 200.000,-
retaris Orang/Bulan 150.000,-
gota Orang/Bulan 150.000,-
b.Jumiik paket pengadaan
dengan 11 s/d 25 "
a Orang/Bulan 300.000,-
etaris Orang/Bulan 200.000,-
oota Orang/Bulan 150.000,-
c.Jun paket pengadaan
dengan 26 s/d 50
a Orang/Bulan | 400.000,-
. Seiiretaris Orang/Bulan | 250.000.-
L 3. Arjlilgota Orang/Bulan | 200.000,-

i b




B |
d.Jumy paket pengadaan
samjpi dengan 51 s/d 100
Paksg
1. a Orang/Bulan 500.000,-
2. Skretaris Orang/Bulan 300.000,-
3. Allogota Orang/Bulan 250.000,-
Keterajigan: Tim Pelaksana
Kegiat3l Pengadaan Barang
dan Jogh di tetapkan dengan
Kepu an Kepala Desa .
4. | Honor @berator Komputer Orang/Bulan 600.000,-
Keterafigan: ditetapkan dengan
Keputyllan Kepala Desa
5. | Honor imin Siskuedes Desa | Orang/Bulan | 500.000,-
Keteragigan: ditetapkan dengan
| Keputugiian Kepala Desa 1
6. | Honor JFodeskel Orang/Bulan 500.000,-
Keteragigan: ditetapkan dengan
Keputuian Kepala Desa
7. | Honor #mbersih N Orang/Bulan 500.000,-
Kantor Ruangan
Keteraran: ditetapkan dengan
| Keputuian Kepala Desa
8. | Honor naga Supir Orang/Bulan 500.000,-
Keterarjllan: ditetapkan dengan
Kepu Kepala Desa
9. |[Honor fmir Pengelola Orang/Bulan | 500.000,-
AplikaslAset Desa
Keterarfian: ditetapkan dengan |
Keputughn Kepala Desa ‘
Honorafum Pengurus Barang | = N
10. oy
& 2‘:1? fEtncan s/ diRkpel Orang/Bulan | 500.000,-
b.Nilai ghgu dana atas Rp. 1 | Orang/Bulan | 550.000,-
milyajs/d 2,5 milyar
Keterangian: Honorarium
Pengu Barang ditetapkan
denganleputusan Kepala
Desa




Tim I ntarisasi Aset Desa

11. | 1.Pemiina Orang/Bulan 200.000,-
2.Ke Orang/Bulan 150.000,-
3.Sekrjaris Orang/Bulan 100.000,-
4.Anggita Orang/Bulan 95.000,-
Keterafigan: ditetapkan
dengarfi{eputusan Kepala
Desa
Honor @PK (Tim Pelaksana -

12. | KegiatdQ)

1. TotdlNilai pagu dana Orang/ Bulan 250.000,-
sarilai dengan 100 Juta
2. TotglMNilai pagu dana di Orang/ Bulan 300.000,-
atagl 00 juta s/d 250
juts Orang,/ Bulan 350.000,-
3. TotdlNilai pagu dana
diatg 250 juta s/d 500
juta Orang,/ Bulan 400.000,-
4. Totdnilai pagu dana di
atas@00 juta s/d 750 |
juts
Keteraijlan: ditetapkan
dengs eputusan Kepala
Desa
Honor yusun Rkp Desa {

13. | 1. Orang/Pekerjaan | 500.000,-
2. Orang/Pekerjaan | 450.000,-
3. is Orang/Pekerjaan | 400.000,-
4, Orang/Pekerjaan | 400.000,-
Ke ar
1. pembivaran honorarium

satu el
2. honogbenyusun RKP Desa
ditetcllkan dengan
kepufllsan kepala desa.
Honor Hnyusunan

14. | RPIMD@Rs
1. Pemina Orang/Pekerjaan | 550.000
2. Ke Orang/Pekerjaan | 500.000
3. Sekrjgaris Orang/Pekerjaan | 450.000
4. Anggita Orang/Pekerjaan | 400.000

:ditetapkan
eputusan l-ce.-pala

Keters
dengan
desa

I



15. | Honor fanitia Penyelenggara
Kegiat$h Pelatihan /Diklat
a. Langk diklat s/d 5 hari
1. Eenanggung jawab OK 350.000
2. Eetua/walkil ketua OK 300.000
3. @kkretaris OK 150.000
4, ggota OK 150.000
b. diklat 6 s/d 30 hari | OK 475.000
1. nanggung jawab OK 400.000
2. Betua/wakil ketua OK 300.000
3. EEkretaris OK 300.000
4. ggota
or Panitia
ggara Kegiatan
an Keputusan Kepala
um Narasumber/
16. as/ Pelatih/
br Orang/jam 800.000,-
. I / Yang
arakan
b. I11 Kebawah / Orang/jam 650.000,-
Disetarakan
n IV Kebawah Orang/jam 650.000,-
ator i Orang/Kali 500.000,-
m Penyusun LPPD
17. | desa d4@ LKPJ Desa
a. inator Orang /pekerjaan 500.000,-
b. Ke Orang /pekerjaan | 450.000,-
c. Wallll ketua Orang /pekerjaan 400.000,-
d. aris Orang /pekerjaan | 350.000,-
e. Angibta Orang /pekerjaan | 300.000,-
Ket: Homor Tim ditetapkan
dengs eputusan Kepala
Desa.
Honorajlum Rohaniawan Orang/Kegiatan | 350.000,-
18.
Honor q@ang/Rapat BPD
19. | 1. Ketu Orang/Kegiatan | 50.000,-
2. WakillKetua Orang/Kegiatan | 40.000,-
3. Sekr@aris Orang/Kegiatan | 35.000,-
4. Angolli s Orang/Kegiatan | 30.000,-
Penyedilil=
20. | InsentifOperasional RT/RW Maksimal
Rp.175.000,-
a. Opemlsional insentif RT/RW| Orang/Bulan
Minimal
Ket: IngEntif RT/RW ditetapkan Rp. 125.000,-
dengan Keputusan Kepala
Desa.




20. |InsentiKader Posyandu
Ket: Insentif Kader| Orang/Bulan - Minimal
ditetapkan 150.000,-
Kepala Desa - Maksimal
300.000,-
22. iflGuru PAUD Orang/Bulan Maksimal
500.000,-
ntif Guru PAUD -
Keputusan
23. Kader| Orang/Bulan 700.000,-
nan Desa
KPM ‘
Keputusan
24, Orang/Bulan 300.000,-
Desa
Kepala Desa
25. al Pemerintah Maksimal, 200.000.000,-
Tahun/Anggaran
Tahun/Anggaran | 5.500.000,-
26. |
embinaan PKK
27. i operasional Tahun/Anggaran | 20.000.000,-
Maksimal, 7.000.000,-
28. organisasi Tahun/Anggaran
akatan desa




6. BELANJMBARANG DAN JASA

NO. URAIA SATUAN | HARGAT.A |
2024
1. iaya Uang Makan
makan minum rapat
8 Dos 30.000,-
k Dos 15.000,-
aka minum lembur Dos 45.000,-
akan minum Dos { 50.000,-
(prasmanan)
: uang makan
Hiberikan setelah
embur sekurang-
ya 2 (dua) jam
-turut
2. s1 dan sewa
1. endaraan
a kendaraan roda 6 Hari 3.000.000,-
b sedang)
b. Sejlta kendaraan roda 6 | Hari 3.500.000,-
s besar)
c. Scilta kendaraan roda 4 Hari 500.000,-
a kendaraan roda 4 Hari 1.000.000,-
Bar) |
2. angan
. a ruangan kecil Hari 2.500.000,-
b. Sejlla ruangan besar Hari 3.000.000,-
a ruangan (aula Hari 5.000.000,-
1)
3. Sewajotel
a. Seja hotel (superior) Hari 275.000,-
b. Sejla hotel (deluxe) Hari 385.000,-
C a hotel (execitive) Hari 600.000,-
1. Sewajiheja dan kursi
a. Seflla meja plastik Buah &8.000,-
b. Sejla kursi plastik ' Buah 4.000,-
c. Sefia meja panjang Buah 100.000,-
5. Sewaienda
a. Sefila tenda 8 meter Buah 3.000.000,-
b. Sefia tenda 6 meter Buah 2.500.000,-
c. Sefih tenda 4 meter Buah 2.000.000,-
1 d. SefA tenda kerucut Buah 1 1.000.000,-




4. Format P@iaturan Desa dan peraturan kepala desa

1.1 Fo

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

1

t Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa

a

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN........ (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai

wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat Desa;

. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun

Anggaran...... termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
....yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakann
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang
adil, makmur, dan sejahtera;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran

-----------------

H
................. dan seterusnya;

Dengan Kesepakatan Bersama

AN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)

dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAFPATAN
DAN BELANJA DESA....... TAHUN ANGGARAN.....



Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran......
dengan perincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa R e
2. Belanja Desa ]9 3 T A A PP T e T
Surplus/Defisit Rp. i,

3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. .............ccooueenn...
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. ........ccoovvvevvevvennnnnn..
Selisih Pembiayaan (a=b) RpP. .ccooveeeieeeeeeeeeininnn,

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini:

Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
a. APB Desa;
b. daftar penyertaan modal, jika tersedia:
c. daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
d. daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun

anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBDesa

Pasal 5

1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan  bencana, keadaan darurat, dan
mendesak.

2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak
yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya
diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang
perubahan APB Desa.

4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus
memenuhi kriteria:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;

. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;

. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran
dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian
vang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

e. berskala lokal Desa.

oo



LEMBARAN

| kil

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan
Desa pada tahun berjalan;

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran
antar objek belanja; dan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan
menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun
berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan

melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang

Penjabaran APB Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa...

....(Nama Desa).

Ditetapkan

KEPALA DESA ....(Nama Desa)
tanda tangan

NAMA

ESA ...... (Nama Desa]),

SA ...... (Nama Desa) TAHUN .... NOMOR ....



1.2. Format APB De

Contoh:

PEMERINTAH DESA..............
TAHUN ANGGARAN.............

LAMPIRAN
PERATURAN DESA........
NOMOR.......... TAHUN....
TENTANG

rrrrrrrrrrrr

ANGGARAN PENDAPATAN DESA
GGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

KODE

REKENING

URAIAN

ANGGARAN

SUMBER
DANA

5

Y B By

L B |

endapatan lain-lain

UMLAH PENDAPATAN

nyelenggaraan Pemerintahan Desa

nyelenggaraan Belanja Penghasilan
etap,
njangan dan Operasional Pemerintahan

dministrasi Kependudukan, Pencatatan
ipil,
tatistik dan Kearsipan

layanan administrasi umum dan
ependudukan
Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu

B | B =

embangunan/Rehabilitasi/Peningkatan
arana

1



053] 5

Belanja Modal

Penanggulangan Bencana, Keadaan
Darurat dan
Mendesak

Penanggulangan Bencana

Belanja Tak Terduga

Keadaan Darurat

thjonjonfon
el el L

Belanja Tak Terduga

dst

JUMLAH BELANJA

SURPLUS /(DEFISIT)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

(2] [o )] fo)]

Pengeluaran Pembiayaan

SELISIH PEMBIAYAAN

Keterangang Cara P
Kolom 1 diisi be
a.bid
b.sub
c. kegia
diisi be
Pembia

Kolom 2

mo kW

]
P wo P

=

: diisi urai
(nomenkl
Permend
. diisi den
: diisi sum
digun

Kolom 3

Kolom 4
Kolom 5

-------------------

isian
sarkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

ang, dan
kan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan

pendapatan diisi:
dapatan; dan
ompok pendapatan.
Belanja diisi:
anja; dan
is belanja (disesuaikan dengan jenis kegiatan)
Pembiayaan diisi:
biayaan;
ompok pembiayaan.
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
r dan kode rekening lihat lampiran A
i ini)
jumlah anggaran yang ditetapkan
r Dana diisi dengan Sumber Dana yang
alam kegiatan (kolom 1.c¢) terkait




2.1. Format
Belanja

KEPALA DESA ..... (Nama Desa]
KABUPATEN........ (Nama Kabupaten)

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG
PE BARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ............ccco..0.
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

Menimbang Wl: bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan
Desa Nomor....... Tahun ...... tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja
Desa Tahun Anggaran ..... , mak ca perlu menyusun Peraturan
Kepala

Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa.....(Nama Desa) Tahun Anggaran ...... -

Mengingat r 1. .
i RS dan seterusnya;,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.... TAHUN
ANGGARAN .....

Pasal 1
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran ...... terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Desa L1 « R
b. Transfer 54 1 JOUUU
c. Lain-lain Pendapatan yang sah | 74« TR

Jumlah Pendapatan Rpeiiiiiiins

2. Belanja Desa
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah
Desa | 7y - PP
b. Bidang Pembangunan R e
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp..................
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp..................
e. Bidang Penanggulangan Bencana,
Darurat,



Jumlah Belanja Rp.coovuneii..

Surplus/(Defisit) 51y B e
3. Pembiayaan Desa
a. Penerimaan Pembiayaan Rpooveian,
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp.oviecrinvnnnnn.,
Selisih Pembiayaan (a-b | Rp.......coaeis
dan Mendesak Desa |
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa
yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut
dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh
Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan
penempatannya dalam Berita Desa ........ (Nama Desa)

Ditetapkandi

KEPALA DESA (Nama
Desal)

tanda tangan

NAMA

Diundangk i...
pada tanggal

SEKRETARISEESA ... (Nama Desa),
tanda tangan

NAMA

BERITA DESAM.. (Nama Desa) TAHUN ... NOMOR ....... 1



2.2. Format Penjaba

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

LAMPIRAN

.........

NOMOR..........TAHUN................
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA

AT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN.............

Contoh
KELUARAN/OQUTPUT | ANGGARAN | SUMBER
KODE REKENING URAIAN
VOLUME SATUAN DANA
1 2 3 4 ] i) T
alBlc| alb| ¢
4
4] 1
41111
4111 1§. Obvek Pendapatan=
4] 2
41211
4| 3 ndapatan lain-lain
nerimaan dari Hasil
93] 1 rjasama
tar Desa
431 1 Obyek Pendapatan>
st...
UMLAH PENDAPATAN
5
1
1] 1
nghasilan Tetap,
njangan dan
perasional
emerintahan Desa
1} 1|01 nyediaan

1]




Penghasilan Tetap dan
Tunjangan Kepala Desa

Belanja Pegawai

Penghasilan Tetap &
Tunjangan
Kepala Desa

<Rincian Obyek
Belanja>

Administrasi
Kependudukan,
Pencatatan Sipil,
Statistik dan

Kearsipan




01

01

Pelayanan administrasi
umum

dan kependudukan (Surat
Pengantar/Pelayanan KTP,
Kartu

Keluarga, dli)

Belanja Barang dan Jasa

Lo

o] o]

01

b b

Belanja Jasa Honorarium

<Rincian Obyek Belanja>
Pelaksanaan Pembangunan
Desa

ba b2

Pendidikan

05

Pembangunan/Rehabilitasi/
Penin

‘gkata.n Sarana Prasarana

Perpustakaan/Taman
Bacaan
Desa/Sanggar Belajar

05|

Belanja Modal

1105

+

Belanja Modal Gedung dan

njonjon

05

Lo |Ca o
F Y

<Rincian Obyek Belanja>

N = b2 b

Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat dan
Mendesak

00

Penanggulangan Bencana

Penanggulangan Bencana

Belanja Tak Terduga

00|

00

Belanja Tak Terduga

anjen|unjen jen

el Gl oy [y [

njonjin

00|

00

Belanja Tak Terduga

JUMLAH BELANJA

SURPLUS /(DEFISIT)

PEMBIAYAAN

Penerimaan Pembiayaan

SiLPA Tahun Sebelumnya

SiLPA Tahun Sebelumnya

Pengeluaran Pembiayaan

b [ P [Py (R

Pembentukan Dana
Cadangan

)] (=L (=1 [=a] (=28 (=31 [=)]

Pembentukan Dana
Cadangan

ds

SELISIH PEMBIAYAAN

................... ¥

Kepala Desa,

......................



sian;

Keterangan Cara Pe =
rkan klasifikasi Bidang Kegiatan:

Kolom 1: diisi berd
g; dan

Kolom 2 : g diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan,

obyek belanja.

mbiayaan diisi:

aan;

k pembiayaan; dan

biayaan

Kolom 3: Uraian Penfihpatan, Belanja dan Pembiayaan (Lihat Lampiran A Permendagri ini)

Kolom 4: Volume diigildengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume

(jumlah)

input pad cian obyek belanja (Kolom 2.d)

Kolom 5: Satuan dijll dengan satuan output (paket, unit, km, Ha) kegiatan dan satuan (paket,
unit) input p rincian obyek belanja

Kolom 6: Anggaran i dengan jumlah anggaran yang ditetapkan

Kolom 7: Sumber D diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom

1.c) terkait f

|



3.1. Format
Pendapa

aturan Desa tentang Perubahan Anggaran
dan Belanja Desa

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN........ (Nama Kabupaten)

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

BAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN ....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

a. dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena
adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan,
perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran.....

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

(APB Desa) Tahun Anggaran ....;

1.....;

3. ... dan seterusnya;

Menimbang

Mengingat

Dengan Kesepakatan Bersama

DAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan

KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:
PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA....... TAHUN
ANGGARAN .....

Menetapkan

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
. semula berjumlah Rp....... e | A }o
bertambah /berkurang sejumlah Rp...... = [-eeeeeen) sehingga
menjadi Rp......cc.. ;= [, ) dengan rincian sebagai berikut: i



Diundangkan
Pada tanggal

Tanda tangan
NAMA

LEMBARAN
NOMOR ........

1. Pendapatan Desa

a. Semula Rp.oiiiien,
b. bertambah/ (berkurang) 14 FRESERNEO e
Jumlah pendapatan setelah perubahan Rp.
2. Belanja Desa
a. Semula R T
b. bertambah/ (berkurang) Rp..cnn,
Jumlah belanja setelah perubahan Rp..ooviiinnn,
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp.
3. Pembiayaan Desa
3.1. Penerimaan Pembiayaan
a.Semula x o PR IR
b. Bertambah/ (berkurang) 4 - IR
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp..cooeanai.
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula 5 « S
b. Bertambah/(berkurang) Rpy

Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a-bRp...................

Pasal 2
Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan
dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan
APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku

tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa...
(nama Desa).

pada

Ditetapkan

KEPALA DESA (Nama Desa)

Tanda tangan
NAMA

-----------



...................
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4.1. Format
Penjab

aturan Desa tentang Peraturan Kepala Desa tentang
Perubahan APB Desa.

KEPALA DESA ..... (Nama Desa)
KABUPATEN........ (Nama Kabupaten)

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN .,

TENTANG
N PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA
TAHUN ANGGARAN ..

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),
Menimbang bahwa_sebagai pela.ksanaan ketentuan Pasal 3 Peraturan
Desa Nomor....... Tahun  ...... tan’F Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
..... maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa téentang
Pemabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
) esa . [Nama Desa) Tahun Anggaran ......
Mengingat

3. dan seterusnya;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA....(Nama Desa) TAHUN ANGGARAN .....

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran .....semula berjumlah
Rp coviiim rnenininness ),bertambah/berkurang sejumlah Rp...
| RS ) sehingga menjadi Rp.......... R ) dengan
rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan Desa
1.1, Pendapatan Asli Desa
a. Semula |5 s
b. Bertambah /(berkurang) RpL
Jumlah PADesa setelah perubahan 34+ SO
1.2. Transfer
a. Semula =y ISR LE LR
b. Bertambah /(berkurang) Rp.oooveiiinnnn.,
Jumlah pendapatan transfer setelah
Perubahan e
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah
a. Semula Rpoooininnan,

b. Bertambah/(berkurang) Rp e




Jumlah lain-lain pendapatan yang sah

setelah perubahan L1 o
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp.oiiiiiieenn,
2. Belanja Desa
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
a. Semula |34 + TP
b. Bertambah /(berkurang) RP.ciiaiicsnnnenaas
Jumlah setelah
perubahan Rp.ooovviinnnnnnn,
2.2. Bidang Pembangunan
a. Semula 54 o T
b. Bertambah/(berkurang) o P
Jumlah setelah
perubahan 74 v IR
2.3. Bidang Pembinaan
Kemasyarakatan
a. Semula |4 3 N,
b. Bertambah /(berkurang) Rp..........
Jumlah setelah
perubahan Rp......
2.4. Bidang Pemberdayaan
Masyarakat
a. Semula 24« T
b. Bertambah /(berkurang) Rp.......ccvveneeee
Jumlah setelah
perubahan |54 + ORI

2.5. Bidang Penanggulangan Bencana,
Keadaan Darurat, dan Mendesak

Desa
a. Semula Rpooiiiinnn.
b. Bertambah /(berkurang) Rp..cvevinnnn,
Jumlah setelah
perubahan 54+ RO

Jumlah Belanja setelah perubahan Rp.oooooeriannnnn..

Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp............ s
3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula 129 « T
b. Bertambah/(berkurang) Rpr
Jumlah setelah perubahan 154« SO
3.2. Pengeluaran Pembiayaan
a. Semula Rp...oooovrevnvnnnnn
b. Bertambah/(berkurang) |14 + T
Jumlah setelah perubahan Rp......... SERa I
Selisih Pembiayaan setelah
perubahan Rp.ooiiiiinnn,
Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud
Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan
bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.



Diundangk
Pada tangg

Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang
ditetapkan dalam Peraturan inj dituangkan lebih lanjut
dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA)
yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi
pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiaporangdapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan
penempatannya dalam Berita Desa .. (Nama Desa)

Ditetapkan di...............
Pada tanggal..............

KEPALA DESA (Nama Desa)
Tanda tangan

NAMA

SEKRETARISEDESA ......... (Nama Desa),

Tanda tan

NAMA

BERITA DES

.. (Nama Desa) TAHUN ..... NOMOR .....
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5. Format D

5.3. Format cana Anggaran Biaya (RAB)
RENCANA ANGGARAN BIAYA
L T KECAMATAN..........oovveeeen.
TAHUN ANGGARAN...........c.oooovooo
Bidang W ...
Sub Bidang W ...
Kegiatan W ... ... .
Waktu Pelakshaan : ...
Rincian Pend4faan
NO. N VOLUME HARGA SATUAN JUMLAH
(Rp.) (Rp.)
1 2 3 4 5
JUM
........................ )
Disetiuii M @ e
Kepala Desa Kaur/Kasi...........
(i, ) RO )
Cara pengis
1. Bidang dji dengan nomenklatur bidang dan kode rekening
sesuai defilean APB Desa
2. Sub Bi diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode
rekening jesuai APB Desa
3. Kegiatan Wliisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening
sesuai Desa
4. kolom 1 :Mliisi dengan nomor urut
5. kolom 2 :Wiisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
6. kolom 3 :Mliisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
7. kolom 4 :Mliisi dengan harga satuan yang merupakan
saran untuk membayar orang/barang
8. kolom 5 :

iisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4 \



eldnpsay yer eluepg| ool oofy [s [tofr [s
e¥npaay yey eluejag oo 35 | TOjT |9
ednpua) ye; eluejag b IS |00jT |s
eueduaq weduenEueuad v s |ooft |s
euesuaq ueBuenFueuad T |s
yesapuaw S

uep JRJnJEp Ueepeay ‘ueueduaq ueSuenIdueuad

<efueaq yalgo uepuus t [E IS mc*ﬁ z

ueundueq uep Bunpad jepowefuejaq) v [£ [5 [|solt Iz

|epow efuejag E s |sofT |z

Jefejag LI (4
Jeddues/esap ueedeq uewelfueeyeisndiad eueeseid
UEp eueles uepeyAuiuad/iseligeyas/ueunduequiad

ueypipuad 1 |2

esap ueunJuequuad ueeuesyejad Fd

<eluejaq ysfgo uepuiis

winuesouoy esel efuejag ra T -n_m T

esel uep Bueeq efuejag rA |5 ._H._m T

(P eBreniay nuey'q |y veuedejad seyueSuad Tofe It
1e.ns) uesnpnpuaday uep Wwnwn |sessuIWpe U euehejad

ued|sieay uep E T

<eluejaq uepuLi> T It Js (tolt It
esap ejeday uedueluny uep dejas uepseySuad T T Js |TojT |t
temeSad efuejag T s 1ot |1
esap T |t
gjeday weduefuny uep deyay uepseyfuad ueejpaiuad
Z |1
ueduefuni‘delay uejseyBuad’ efuejaq ueeseS3uappiuad
esap ueyejuuawad veeseB3uapiuad 1
Pl 2 gy el 2] q] e
{i[4 BL | BT | T ar 51 ¥ ET Zl It 01 & g L 3 5 ¥ 3 Z I
530{dON| 140} Ld3s] isnov| nnrl iNnfl BAw|  edv| 3uvin| a33] Nvrlezawns| (GeRvimn] 3emne (dd)Hvine
Eﬂ.._uﬂ._.: (GUINVEVOONY NVHIY e NVHVNY NVEVOONY NVIVYN ONININ3Y 300N
FHVIaNY VM VN IOwrNIW ¥inwis

NVHVENY3d NYHYOONY NYO NYLYIDOIN YNYINIY T'9
Vddad LlvYWH049




‘esa(] vredoy
Selo nitussig e

‘esa(] slIElaIag
‘Y30 IsexyLIaAIg
Isey /ey

....................................

..................



NVIVdVANAd HYTANL
T38p
<uejedepuad ¥24q0>""1 | € | ©
ednoy yeylq usduap vsa
eureselioy IT{e|b
[ISEH LIED UEBIILIaU3]
ure[-ure] uejedepuad £t
BS3(] BUB( I EAE:
hu.wwn_.mw.-r—.. mm ¢
<uejedepudd ¥24q0=>| [T [ 1 | ¥
elesn [IseH I|1]|¢F
BSa(JVd Il
NV.LVdVANAd v
2 .n_ B 214 |e
g S + € 4 [
(dy) |[saq [doN [0 [dos [ 18v [ mr | unp | oW | 1dv [ e | qad [ uer (d)
HVTINNr ["da) NVAVNTADONHd /NVVINRIZNAD NVIVDONY NVIVN DONINIIHY HA0M
Jojuo)
ISNIAO¥d
CNALVINGVH
NV.IVINVO AN
—_— e e e S T T z.f_ﬂm{‘mumﬁ ZDE..._L

VSHEA SV NVIVDONY VNVONHN

Bs83(] sBY uelediuy BueOuay JeULIO]




CE)
ereday uefuelun ue
deja],

ueseyduad ueeipaiuag

[0

Bsa(]

UBEIULIIWI]

[euorsesadp uep
ueduelu

eluepag :dﬁ._ﬁmmrﬁumnmm

os3(
Ue(BjULIoWag
ueerediusaluag

VINVTHE




[epoN eluerag

SO

Telelag re8dueg/esa(
ueedeqg

uewe ], /ueeyeisndiag
BUBIBSEI{ BUBIRS UBIENS
uruayg /

ISe)[Iqeyay /ueunsuequiag

S0

UeNIPIpUSd

BS3(
ueunsuequisd UBBUESYE[]

<elue|og J2Aq() UEOULy>

WNLeIOUOH eser eluepeg

o™

10

ESE[ UBp gueleq eluejag

™

i

10

(TP "edTeniay
nj.rey

‘dIY ueuele[ad /reyueduayg
jerng) ueynpnpuadsy uep
wnwn

ISBNSIUIIPE UeUBAR[9

10

uedisreay]

uep

Hnsnelg ‘Tdig ueyejesuay
‘ueynpnpuaday
ISBOSTUWPY

ueduelun],
% dela], uenseysuay

<eluejag ¥24qQ wBnUR>[

10

10

TEmegaq elueog

10




UBBABI(UIS] URBILISUDJ

NVVAVIHWEC

(LISI4Aad)/ sn1ddns

VONVIHE HY TN

(e

ESNPIA], He] elueag

00

00

S |00

ESNpI3], ¥B], Bluejag

00

S oo

Bdnpia], e, eluersg

S oo

BUBOUSY UBsUBR[NIBUBUI]

+ |||+

S |00

BUBdUSg UEdue[ndsueUag

uep JeInre( Ueepeay
‘euedusg uvduenddueuay

= .nna“.:.:t..'_-m_ i

<elueleg }2AqO weUd>| ¥ |€ [S SolT |1
ueunsueg
uep Funpepn [epojy eluejeg v|€ |S 0|1 |2




‘esa(] ereday
u:uﬁn ..—.“:.._u.—-._.“_.mm._..m A................_..........................r.........:-:.. ...H
H ................................ ..-
‘esa(]
SLIEjaIag
‘yao
‘ueduenay 1ney ISSHRAL]

.....................................

UBpP UBEWILIU3 YIsiag

UeIEn[asuad 1ejo], ye[un r

UBBLILIaUa [B10], yejwunp

NVVAVIGWHd HISITAS
38

ueduepe)|1 [z |z lo
BUB(] UBYNIUIqUID]

ueduepe) 112 |9

UBBABIqUISd UEBIeNn[osuag ¢ |9

BAULIN[3QaS UNYe], VATIS(T |1

i
O

BAUWN[IQeS UNYEB] VIS [ [T |9




way Fuisew-guisew uerenaSusd uep ueewauad yerwnf sup O wWo[oY
ueedeiquad uereneBuad uep uerwauad BUBIUSL IENsas ISIIp ueedeiquad -
eseg 1yerede euorserado ueguefun) efuejaq snjun ‘dejs uepseyeSuad usrenjaBuad BueOUDI

neM 1sewmnse undnew rwsal 1IseULIOfUT wrep resersq Fuex sreq ueyedepuad ueeunsauad np{em euedual rensas snp ueledepuay -
‘ueBusp Isnp G Wo[oy]
esa( gdv uereqefusq ueduap rensas 1snp: 4 ‘c ‘z ‘1 WIO[0Y]
:uersiduad

BIED



5. Langkah-langkahilEvaluasi RAPBDesa :

1. Persiapan Evalud
a. Langkah-lang
evaluasi yaituj

yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan persiapan

1) Camat meghbentuk tim evaluasi Rancangan Peraturan desa tentang

APBDesa appu Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa
2) Tim Evalus i terdiri dari :

a. Ketusa :

at

b. Sekrets i - Kasi Pemberdayaan Masyarakat Desa

c. AnggotafiUnsur Pemerintah Kecamatan dan UPT Kecamatan terkait

d. Anggota @im evaluasi dimaksud adalah pejabat atau staf yang memiliki
kompet si sesuai bidangnya dari unsur terkait untuk melakukan

evaluasi jjancangan peraturan desa tentang APBDesa dan rancangan

peraturs i desa tentang perubahan APBDesa.

Segala bflya yang dibutuhkan oleh Tim Evaluasi dalam melaksanakan

tugasnydildibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah

kabupat¢n.
b. Dokumen eval i
1) Dokumen ufima

a. Rancangh peraturan desa tentang APBDesa yang telah disepakati
bersama FPD; dan/atau

b. Rancang peraturan desa tentang perubahan APBDesa yang telah

disepaks i bersama BPD.
2) Dokumen p munjang (alat verifikasi)
a. Disampa it oleh desa
= surat fengantar;
-  ranca : gan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
- peratifan Desa mengenai RKP Desa;
- peratiffan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan
kewe frean lokal berskala Desa:
-  pera fl An Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
- perahigan Desa mengenai penyertaan modal, Jika tersedia; dan
- beritajffcara hasil musyawarah BPD.
b. Disiapkagjjoleh Tim Evaluasi

Peratflan bupati tentang pengelolaan keuangan desa

Perat : an bupati tentang daftar kewenangan berdasarkan hak asal usul
dan lg :i al berskala desa.

Perat .| an desa tentang penetapan daftar kewenangan berdasarkan hak
asal " | dan lokal berskala desa

Perat fan bupati tentang pengadaan barang/jasa di desa.

Perat@fan bupati tentang Dana desa

Perat§f-an bupati tentang alokasi dana desa

Perat .| an bupati tentang bagi hasil pajak dan retribusi daerah
Peratyita bupati tentang satuan harga kabupaten yang
didaldy nya mengatur standar harga di desa.

Peratfifan bupati tentang lingkup pembangunan desa.

Perat . an daerah tentang anggaran pendapatan belanja daerah,

2. Pelaksanaan evalu !I 3
Proses evaluasi dilgksanakan dengan menempuh 2 (dua) tahapan yaitu:
a. Pemeriksaan kefengkapan dokumen, evaluasi administrasi dan legalitas.

1)

Evaluasi ministrasi dan legalitas meneliti beberapa hal sebagai

berikut: |

a. Kepatulghn atas kelengkapan penyampaian dokumen evaluasi

b. Kepatu : atas penyajian informasi dalam rancangan peraturan
yang akiin dievaluasi.

c. Konsist j: penggunaan dokumen dan informasi dalam rancangan
peratur :| yang akan dievaluasi.

d

teknis -.'- yusunan peraturan desa.

- Kesesugan rancangan peraturan yang akan dievaluasi dengan 1



2) Langkah :|= gkah evaluasi :

a. Lang ‘I 1 : Pengumpulan dokumen evaluasi

b. Langk$h 2: pencatatan nomor, tanggal dan kelengkapan lampiran
semudfiokumen

c. Lang | 3 : penelitian dan penganalisian nomor, tanggal dan
kelengilapan lampiran semua dokumen

d. Lang ih 4 : pembandingan tanggal penyampaian semua dokumen
denga ! ketentuan yang berlaku tentang batas waktu penyampaian
dokumnjgn.

e. Lang i S: kesimpulan secara narasi tentang hasil langkah 1 s/d 4
Catatalf : jika dari hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen tidak

terpenuhi sesuai ketentuan. Tim evaluasi meminta kepada
pemerintah  desa untuk melengkapinya. Waktu
pelaksanaan evaluasi dihitung kembali setelah dokumen
diterima secara lengkap.

b. Evaluasi kebijgkan dan struktur APBDesa /perubahan APB Desa. Langkah-

3. Hasil evaluasi i
a.

langkah evalu '.! 1 tertuang dalam lembar kerja, terlampir.

Setelah selesai :I' elaksanakan evaluasi rancangan peraturan desa tentang
APBDesa atau cangan peraturan desa tentang perubahan APBDesa, Tim

Evaluasi menyhsun laporan hasil evaluasi yang dituangkan dalam

keputusan bup i
Laporan hasil cflhluasi dimaksudkan untuk menyampaikan temuan analisis
terhadap ran :'- peraturan desa tentang APBDesa atau rancangan
peraturan desa | entang perubahan APBDesa sebagai umpan balik kepada
pemerintah defh untuk melakukan penyempurnaan atau persetujuan
terhadap rancgiigan peraturan desa tentang APBDEsa atau rancangan
peraturan desa i tang Peubahan APBDesa

Laporan hasil fpaluasi tersebut secara gars besar menyajikan informasi
mengenai : "

1) Ewvaluasi ata

I sistem APB Desa atau perubahan APB Desa
2) Ewvaluasi ats jl
|

substansi APB Desa atau perubahan APB Desa.

Laporan hasil gfaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa atau
rancangan pergfuran Desa tentang perubahan APBDesa didistribusikan
kepada : |

1) Kepala dinas§
2) Inspektorat §

pemberdayaan masyarakat dan Desa Kab.Pinrang
kbupaten Pinrang
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NO PRO SATUAN | LUAR KOTA (Rp) |  DIKLAT (Rp) |
1 | ACEH s OH Rp 360.000 Rp 110.000

2 | SUMATERA WFARA OH Rp 370.000 Rp 110.000

3 |RIAU OH Rp 370.000 Rp 110.000
4 | KEPULAUAN BIAU OH Rp 370.000 Rp 110.000

5 | JAMBI ; OH Rp 370.000 Rp 110.000
6 | SUMATERA HRAT OH Rp 380.000 Rp 110.000

7 | SUMATERA SBLATAN OH Rp 380.000 Rp 110.000
8 | LAMPUNG OH Rp 380.000 Rp 110.000

9 | BENGKULU | OH Rp 380.000 Rp 110.000

10 | BANGKA BE NG OH Rp 410.000 Rp 120.000

11 | BANTEN OH Rp 370.000 Rp 110.000

12 | JAWA BARAT] OH Rp 430.000 Rp 130.000

13 | DKI JAKARTA] OH Rp 530.000 Rp 160.000

14 | JAWA TENGA OH Rp 370.000 Rp 110.000

15 | D.IYOGYAKAMTA OH Rp 420.000 Rp 130.000

16 | JAWA TIMUR OH Rp 410.000 Rp 120.000

17 | BALI OH Rp 480.000 Rp 140.000
| NUSA TENGGHR

18 | BARAT | OH Rp 440.000 Rp 130.000

NUSA TENGG}

19 | TIMUR OH Rp 430.000 Rp 130.000
| 20 | KALIMANTAN BARAT OH Rp 380.000 Rp 110.000
| 21 | KALIMANTAN BENGAH OH Rp 360.000 Rp 110.000
| 22 | KALIMANTAN HELATAN OH Rp 380.000 Rp 110.000

23 | KALIMANTAN fIMUR OH Rp 430.000 Rp 130.000
24 | KALIMANTAN WTARA OH Rp 430.000 Rp 130.000

25 | SULAWESI UTH OH Rp 370.000 Rp 110.000
26 | GORONTALO | OH Rp 370.000 Rp 110.000
27 | SULAWESI BAH» OH Rp 410.000 Rp 120.000
| 28 | SULAWESI SEJATAN OH Rp 430.000 Rp 130.000
| 29 | SULAWESI TEMGAH OH Rp 370.000 Rp 110.000

30 | SULAWESI TEBGGARA OH Rp 380.000 Rp 110.000

31 | MALUKU OH Rp 380.000 Rp 110.000

32 | MALUKU UTA OH Rp 430.000 Rp 130.000

33 | PAPUA OH Rp 580.000 ~Rp 170.000
| 34 | PAPUA BARAT OH Rp 480.000 Rp 140.000

Batas biaya tertinggi




D. SATUAN BIAYA TR}

ISPORTASI DARAT DARI KABUPATEN PINRANG

KE KABUPATEN/KORBA DALAM DAN LUAR PROVINSI SULSELBAR (ONE WAY)

NO ASh TUJUAN BIAYA (Rp)
1 | PINRANG SELAYAR 600.000
2 | PINRANG BULUKUMBA 430.000
3 | PINRANG [ BANTAENG ~400.000
4 | PINRANG § JENEPONTO 330.000
5 | PINRANG TAKALAR 290.000
6 | PINRANG GOWA 240.000
7 | PINRANG MAKASSAR 230.000
8 | PINRANG MAROS 200.000
9 |PINRANG PANGKEP 160.000
| 10 | PINRANG § BARRU 135.000
11 | PINRANG [ PARE PARE 75.000
12 | PINRANG SIDRAP 75.000
13 | PINRANG WAJO 100.000
14 | PINRANG SOPPENG 120.000
15 | PINRANG BONE 210.000
16 | PINRANG SINJAI 320.000
17 | PINRANG ENREKANG 130.000
18 | PINRANG TORAJA 230.000
19 | PINRANG TORAJA UTARA 250.000
20 | PINRANG PALOPO 135.000
21 | PINRANG LUWU 110.000
22 | PINRANG LUWU TIMUR 500.000
' 23 | PINRANG LUWU UTARA 475.000
24 | PINRANG POLMAS 125.000
25 | PINRANG MAJENE 270.000
26 | PINRANG MAMASA 235.000
27 | PINRANG MAMUJU f 325.000
28 | PINRANG MAMUJU TENGAH 475.000
| 29 | PINRANG MAMUJU UTARA 650.000

ggi (one way)




E. SATUAN E

e

|
PRBVINSI

: A TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR PROVINSI

pembayaran

NO SATUAN BESARAN |
1 [ACEH | ORANG/KALI Rp 123.000 |
2 | SUMATERH UTARA ORANG /KALI Rp 232.000
3 |RIAU | ORANG /KALI Rp 94.000
4 | KEPULAUAN RIAU ORANG /KALI Rp 137.000
5 |JAMBI | ORANG/KALI Rp 147.000
6 | SUMATERMBARAT ORANG/KALI Rp 190.000 |
7 | SUMATERMSELATAN ORANG /KALI Rp 128.000 |
8 | LAMPUNGH ORANG /KALI Rp 167.000
9 | BENGKUL# ORANG /KALI Rp 109.000
10 | BANGKA BHILITUNG ORANG /KALI Rp 90.000
11 | BANTEN ORANG/KALI Rp 446.000
12 | JAWA BAR ORANG /KALI Rp 166.000
13 | DKI JAKARJ}» ORANG /KALI Rp 256.000
14 | JAWA TEN§AH ORANG/KALI Rp 75.000
15 | D.I YOGYARMRTA ORANG/KALI | Rp118.000 |
16 | JAWA TIMUK ORANG/KALI Rp 194.000
17 | BALI | ORANG /KALI Rp 59.000
NUSA TENGEGARA
18 | BARAT | ORANG/KALI Rp 231.000
NUSA TEN(HEARA
19 | TIMUR | ORANG/KALI Rp 108.000
20 | KALIMANTAN BARAT ORANG /KALI Rp 135.000
21 | KALIMANTAN TENGAH ORANG /KALI Rp 111.000
| 22 | KALIMANTAN SELATAN | ORANG/KALI Rp 150.000
23 | KALIMANTAN TIMUR ORANG /KALI Rp 450.000 |
24 | KALIMANTAN UTARA ORANG /KALI Rp 102.000 |
25 | SULAWESI H#TARA ORANG/KALI Rp 138.000
26 | GORONTALS ORANG/KALI |  Rp 240.000
27 | SULAWESI BARAT ORANG /KALI Rp 313.000
28 | SULAWES] $ELATAN ORANG /KALI Rp 145.000
| 29 | SULAWESI JENGAH ORANG /KALI Rp 165.000
30 | SULAWESI JENGGARA | ORANG/KALI Rp 171.000 |
31 | MALUKU | ORANG /KALI Rp 240.000 |
32 | MALUKU UTHR ORANG /KALI Rp 215.000
33 | PAPUA | ORANG /KALI Rp 431.000
| 34 | PAPUA BARA ORANG /KALI Rp 182.000 |
* Jika menujuflikembali ke acara di daerah/lokasi tujuan menggunakan modal
transportasi ffang melebihi besaran nilai biaya taxi, maka dapat diberikan

) pCcara at coast.



F. SATUAN BIAYA

JKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

[No| asaL I Tusuawn BUSINESS | EKONOMI |
1 | MAKASSAR [l JAKARTA Rp 7.444.000 Rp 3.829.000
|2 | MAKASSAR [l AMBON Rp 6.022.000 Rp 3.455.000
3 | MAKASSAR Ml BALIKPAPAN Rp 12.664.000 Rp 6.150.000
4 | MAKASSAR [l BANDA ACEH Rp 12.760.000 Rp 6.781.000
| BANDAR
5 |MAKASSAR [l LAMPUNG Rp 8.161.000 Rp 4.161.000
6 | MAKASSAR [l BATAM Rp 10.375.000 Rp 5.337.000
7 | MAKASSAR §l DENPASAR Rp 4.182.000 Rp 2.631.000
8 | MAKASSAR [l JAMBI Rp 9.659.000 Rp 4.952.000
9 | MAKASSAR Ml JOGJAKARTA Rp 6.525.000 Rp 3.893.000
10 | MAKASSAR M KUPANG Rp 7.637.000 Rp 4.311.000
11 | MAKASSAR MBIAK Rp 8.493.000 Rp 4.931.000 |
12 | MAKASSAR BlUAYAPURA Rp 10.193.000 Rp 5.787.000
13 | MAKASSAR HIKENDARI Rp 2.663.000 Rp 1.786.000
14 | MAKASSAR fIMANADO Rp 5.327.000 Rp 2.909.000
15 | MAKASSAR BITIMIKA Rp 11.723.000 Rp 6.567.000 |
16 | MAKASSAR MIMALANG Rp 10.129.000 Rp 6.166.000
| 17 | MAKASSAR HIMATARAM Rp 4.717.100 Rp 2.909.000
18 | MAKASSAR fIMEDAN Rp 12.514.000 Rp 6.172.000
19 | MAKASSAR flrADANG Rp 10.974.000 Rp 5.402.000 |
20 | MAKASSAR HIPALEMBANG Rp 9.466.000 Rp 4.781.000
21 | MAKASSAR HllPALU Rp 4.268.000 Rp 2.578.000
PANGKAL
22 | MAKASSAR MIPINANG Rp 9.060.000 Rp 4.663.000 |
23 | MAKASSAR JIPONTIANAK Rp 9.915.000 Rp 5.241.000
24 | MAKASSAR HBEMARANG Rp 9.466.000 Rp 4.706.000
25 | MAKASSAR fISOLO Rp 9.466.000 Rp 4.845.000
26 | MAKASSAR JHBURABAYA Rp 5.936.000 Rp 3.433.000

* Batas estimasi ( §




G. SATUAN BIAYA PE

fSINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

{
:‘ B TARIF HOTEL(Rp)
g PERANGKAT DESA, STAF |
PERANGKAT DESA YANG
‘ KEPALA TIDAK BERASAL DARI
| BPD/KETUA |  KETUA BPD,SEKRETARIS
| TP PKK BPD, WAKIL KETUA TP.PKK,
’ SEKRETARIS TP.PKK ,
‘ ANGGOTA BPD,DAN
. ANGGOTA TP.PKK
1 | ACEH | Rp 556.000 Rp 556.000 j
2 | SUMATERA UTAR Rp 530.000 Rp 530.000
| 3 | RIAU l Rp 852.000 Rp 852.000 i
4 | KEPULAUAN RIAT Rp 792.000 Rp 792.000
5 | JAMBI i __Rp 580.000 Rp 580.000
6 | SUMATERA BARA “Rp 650.000 Rp 650.000 |
7 | SUMATERA SELAJAN Rp 861.000 Rp 861.000
8 | LAMPUNG Rp 580.000 Rp 580.000
9 | BENGKULU Rp 630.000 Rp 630.000 B
10 | BANGKA BELITU Rp 622.000 Rp 622.000
11 | BANTEN | Rp 718.000 Rp 718.000
12 | JAWA BARAT Rp 570.000 __Rp 570.000
13 | DKI JAKARTA || Rp 730.000 Rp 730.000
14 | JAWA TENGAH | Rp 600.000 Rp 600.000
15 | D.I YOGYAKARTAJ| Rp 845.000 Rp 845.000
16 | JAWA TIMUR  §i Rp 664.000 Rp 664.000 i
17 | BALI | Rp 910.000 Rp 910.000
18 | NUSA TENGGARARBARAT Rp 580.000 Rp 580.000 '
19 | NUSA TENGGARAMTMUR Rp 550.000 Rp 550.000
20 | KALIMANTAN BARMT Rp 538.000 Rp 538.000
21 | KALIMANTAN TENHIAH Rp 659.000 "Rp 659.000
22 | KALIMANTAN SELMTAN Rp 540.000 Rp 540.000
23 | KALIMANTAN TIMBIIR Rp 804.000 Rp 804.000
24 | KALIMANTAN UTAHA Rp 804.000 “Rp 804.000
25 | SULAWESI UTARA} Rp 782.000 Rp 782.000
26 | GORONTALO | Rp 764.000 Rp 764.000
27 | SULAWESI BARAT} Rp 704.000 Rp 704.000
28 | SULAWESI SELAT Rp 732.000 Rp 732.000
29 | SULAWESI TENGA Rp 951.000 Rp 951.000
30 | SULAWESI TENGCHRA Rp 786.000 Rp 786.000
31 | MALUKU | Rp 667.000 Rp 667.000
32 | MALUKU UTARA |l Rp 600.000 Rp 600.000
33 | PAPUA Rp 829.000 Rp 829.000
34 | PAPUA BARAT | Rp 718.000 Rp 718.000
nggl at coast

» Pembiayaan batas t

BUPATI PINRANG,

IRWAN HAMID \
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